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KATA PENGANTAR

Laut merupakan sumberdaya akses terbuka, sehingga
memungkinkan pemangku kepentingan untuk
memanfaatkannya. Tidak terkecuali wilayah pesisir timur Pulau
Bangka. Ketersediaan sumberdaya perikanan, tambang mineral
timah dan keelokan panorama alam di wilayah ini, telah
memicu timbulnya konflk kepentingan dalam upaya

memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Konflik yang melibatkan nelayan, penambang timah
illegal (Tl) dan pelaku wisata terjadi karena ada pihak yang
dirugikan akibat kegiatan yang dilakukan di wilayah tersebut.
Penambangan timah (TI) dinilai telah menyebabkan kerusakan
lingkungan yang berdampak pada penurunan pendapatan
nelayan, dan mengurangi keindahan alam, sehingga juga
berdampak pada menurunnya pendapatan pelaku wisata

bahari.

Buku ini berisi pembahasan tentang bagaimana konflik
terjadi, dan masyarakat pesisir mengelola konflik yang ada,
serta turut campur pemerintah daerah dalam upaya
menyelesaikan konflik melalui serangkaian kebijakan. Analisis
konflik dilakukan melalui kajian riset yang mendalam dengan
melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, diharapkan akan
memberikan arah kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang
lebih baik di masa mendatang.
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BAB |

KONSEP PEMANFAATAN PERIKANAN
BERKELANJUTAN

A. Isu Pemanfaatan Sumberdaya Alam

su Energi, pangan, sumberdaya manusia dadegradasi

lingkungan menjadi isu utama dunia akibat pemanfaatan

sumberdaya alam yang berlebihan untuk pemenuhan
kebutuhan manusia yang jumlahnya terus meningkat. Untuk itu,
perlu adanya sebuah konsep perencanaan yang mendalam
dalam merumuskan pemanfaatan sumberdaya secara
berkelanjutan kemudian didukung dengan implemantasi yang
baik p%

Sungguh Maha Suci Allah yang telah menciptakan
segala sesuatunya bagi kehidupan manusia. Allah telah
menciptakan langit w bumi beserta segala isinya untuk
kebutuhan manusia. Dialah yang telah menjadikan siang dan
malam, gelap dan terang, panas dan hujan, serta lautan dan
daratan untuk kelangswan hidup umat manusia sejagat.
Sungguh beruntunglah manusia yang beriman dan bertagwa
kepada Allah SWT yang telah menciptakan dia beserta segala
apa yang dia butuhkan dipermukaan bumi ini sehingga dia bisa
bersyukur terhadap segala apa yang dia butuhkan dipermukaan

bumi ini bagi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup sejak dari
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dunia hingga sampai hari akhirat kelak (Elfindri et al. 2009).
Pada Surat Ali ‘Imron ayat 14 Allah SWT beﬁnan yang artinya
“Dihiasi diri manusia dengan hawa nafsu terhadap apa yang
diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta
benda yang bertumpuk dalam bentuk emas d@perak, kuda
pilihan, hewan ternak dan sawah ladang....”. Manusia tanpa
hawa nafsu sama saja dengan orang yang tidak berhias,
monoton, tidak mempunyai perkembangan dalam gerak
kehidupannya.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia selalu ingin
meng-upgrade vyang dia miliki dengan memanfaatkan
sumberdaya alam (SDA) yang ada. Pemanfaatan SDA tersebut
tentunya harus di kontrol agar tidak terjadi kerusakan. Sebagai
khalifah di muka bumi ini sudah sepantasnya menusia
memﬁaatkan SDA  tersebut dengan arif dan
bijak.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
berbuat kerusakan (Al Qashas, 77). Untuk itu, perlu adanya
suatu perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan yang
arif dan bijaksana dengan tujuan pemanfaatan berkelanjutan.

Pesisir dan Iﬁ merupakan kawasan yang memiliki
peran penting dan sangat strategis bagi Indonesia yang
merupakan Negara Kepulauan khususnya Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Hal itu dikarenakan sebagiaﬁ:esar (2/3)
wilayah Indonesia merupakan perairan laut. Perairan laut
Indonesia, selain dimanfaatkan sebagai sarana perhubungan

baik lokal, nasional dan internasional, juga memiliki potensi




sumberdaya alam yang berlimpah seperti perikanan, terumbu
karang, lamun, mengrove, bahan tambang yang sebagian
besar terdapat di wilayah pesisir. Selain itu, wilayah pesisir
memiliki panorama yang indah yang dapat dimanfaatkan
sebagai wisata.

Tingginya aktifitas di laut yang mana jutaan penduduk
Indonesia bergantung hidupnya di laut mengakibatkan industri
kemaritiman menjadi sektor yang menjanjikan seperti galangan
pembuatan kapal dan industri pembuatan alat penangkap ikan.
Perairan pesisir dan laut juga berperan dalam kesinambungan
plasma nutfah dari keanekaragaman hayati laut. Hal ini
ﬁarenakan adanya habitat atau ekosistem vital seperi
terumbu karang, padang lamun dan mangrove yang berperan
penting untuk menjaga kesinambungan daur hidup biota
(tempat kawin, memijah, membesarkan anak-anaknya, tempat
berlindung dan mencari makan. Mengingat pentingnya wilayah
pesisir dan laut bagi manusia dan biotanya, maka sudah
sepantasnya bahﬁ keberadaan dan perannya perlu dilindungi
dan dilestarikan. Hal ini berarti, bahwa pemanfaatannya harus
dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan
kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Agar
pesisir dan laut dapat terus memberikan manfaat secara
berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkﬁ{tetap baik
dan stabil), maka kegiatan pengelolaan atau pengendalian
pencemaran dan atau perusakan pesisir dan laut serta upaya

pemantauannya sangat penting untuk dilaksanakan.




B. Potensi Pulﬁiangka

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan
sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan.
Ibu kota provinsi ini adalah Pangkalpinang. Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung terletak pada 0°50' - 4°10' Lintang Selatan dan
614"50‘ - 109°30' Bujur Timur yang berbatasan dengan wilayah
Selat Karimata di sebelah Timur, Laut Jawa di sebelah Selatan,
Selat Eﬁgka di sebelah Barat, dan Laut Natuna di sebelah
Utara. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi
wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah
mencapai 81.725,14 km?. Luas daratan lebih kurang 16.424,14
km? atau 20,10 % dari total wilayah dan luas laut kurang lebih
65.301 km? atau 79,90 % dari total wilayah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki
%au sebanyak 1.015 pulau dengan kekayaan sumberdaya
pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang melimpah (DKP Provinsi
Kep.Baﬁa Belitung dalam Kumiawan et al. 2014).

Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi
sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya
buatan dan jasa-jasa lingkungan. Sumberdaya hayati meliputi
ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut
lain. Sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral

dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang




terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa
lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut
tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan
perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di
Wilayah Pesisir (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007).

Pulau Bangka memiliki kekayaan sumberdaya pesisir
yang melimpah membuat banyak penduduk bermata
pencaharian sebagai nelayan tetap, selain itu masyarakat
pesisir Pulau Bangka mempunyai mata pencaharian sampingan
seperti berkebun dan berternak. Selain perikanan, sektor
unggulan dari Kabupaten Bangka adalah pariwisata dan
pertambangan (Kurniawan et %01 4).

Pertambangan timah merupakan salah satu potensi
utama yag terdapat di wilayah pesisir Pulau Bangka.Pulau
Bangka sudah sejak lama identik sebagai penghasil timah.
Komoditas tambang berharga ini telah mewarnai ratusan tahun
periode kehidupan sosial masyarakat di daerah ini. Menurut
data dari Commodity Research Unit tahun 2005, kontribusi
Pulau Bangka sekitar 90.000 ton/tahun dari sekitar 333.900 ton
timah dunia. Ke%an penambangan timah di wilayah pesisir
Pulau Bangka secara langsung ataupun tidak langsung
memberi tekanan secara signifikan terhadap menurunnya
kualitas air laut, sedimen, sumberdaya ikan dan biota-biota laut
lainnya. Dengan kata lain penambangan timah di wilayah

pesisir memiliki potensi merusak wilayah pesisir baik melalui




proses fisika ataupun kimia dalam pemanfaatan sumberdaya
biotik ataupun abiotik.

Menurut Kurniawan et al. (2013), selain penambangan
timah potensi utama di wilayah pesisir Kabupaten Bangka
adalah perikanan tangkap. Perikanan tangkap di Kabupaten
Bangka masih bersifat tradisional dan berskala kecil dengan
ukuran kapal lebih kecil dari 15 GT. Alat tangkap yang
digunakan di antaranya gilinet, mini purse seine, pancing rawai,
bubu dan lain sebagainya. Daerah penangkapan (fishing
ground) berada di wilayah pesisir pulau Bangka yaitu di bawah
1 mil laut dari garis pantai. Selain itu ikan laut merupakan
bahan lauk-pauk utama masyarakat di Bangka Belitung. lkan
hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Bangka di antaranya
ikan tenggiri, tongkol, kakap, baung, kurisi, bawal, lemuru,
cumi-cumi dan lain setﬂainya.

Pulau Bangka merupakan bagian dari wilayah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Pulau Bangka memiliki beberapa
sektor unggulan seperti sektor pertanian, pertambangan dan
perikanan. Pulau Bangka selain terkenal akan kaya tambang
timah dan lada putih dari hasil perkebunan masyarakat Pulau
Bangka tetapi juga memiliki kekayaan maritim yang cukup
besar. Potensi kelautan yang cukup besar dalam bidang
perikanan memiliki tiga keunggulan utama dalam sektor
perikanan yang menjadikannya selalu memberikan kontribusi
terbesar terhadap perekonomian daerah adalah input

produksinya yang sebagian besar domestic resource base,




memiliki tingkat backward and forward linkage yang tinggi
dengan sﬁnr—selﬁnr lainnya, serta output-nya yang export
oriented (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan
Bangkﬁlitung, 2014; Kurniawan et al. 2019).

Potensi sumberdaya perikanan tangkap di perairan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung %gan Jumlah produksi
untuk tahun 2017 mencapai 208.019,7 ton, melebihi target yang
telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 181.000 ton. Jika
dibandingkan dengan tahun 2012 sampai 2016, jumlah
produksi perikanan tangkap ini mengalami kenaikan, yaitu pada
tahun 2012 sebesar 202.565 ton, pada tahun 2013 sebesar
199.404,33 ton, pada tahun 2014 sebesar 203.284,40 ton, pada
tahun 2015 sebesar w.BSE,QB ton, dan pada tahun 2016
sebesar 196.704 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, 2017; Kurniawan et al. 2019).

C. Pengertian Wilayah Pesisir

Pesisir merupakan wilayah peralihan dan interaksi
antara ekosistem darat dan laut. Wilayah ini sangat kaya akan
sumberdaya alam dan jasa lingkungan. Sumberdaya pesisir
terdiri dari sumberdaya hayati dan nonhayati. Unsur hayati
terdin atas ikan, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan
biota laut lain beserta ekosistemnya, sedangkan unsur
nonhayati terdiri dari sumberdaya mineral dan abiotik lain di
lahan pesisir, permukaan air, di kolom air, dan di dasar laut

(Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002).




Menurut Kurniawan (2013) dalam tesisnya menyebutkan
terdapat berbagai definisi terkait pesisir baik dari peraturan
perundang-undangam kesepatan internasional ataupun dari
berbagai para ahli. Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara
ﬁ)sistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di
darat dan laut. Arah darat wilayah pesisir meliputi bagian
daratan baik kering maupun terendam air, yang masih
mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin
laut dan perembesan air asin. Arah laut wilayah pesisir
mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-
proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi, aliran air
tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di
darat, seperti pengundulan hutarﬁian pencemaran (Soegiarto,
1976). Menurut Anggoro (2010), pesisir adalah ruang wilayah
ekoton (peralihan) antara daratan dan perairan laut. Dengan
batas-batas ekologis, kea arah laut — merupakan wilayah
perairan paparan benua (continental shelf), sampai batas
@'auh pada saat surut terendah. Sedangkan ke arah darat,
wilayah pesisir mencakup wilayah daratan yang masih terkena
pengaruh hidr:ﬁima‘f laut (pasang-surut, interusi air asin,
angina laut). Menurut kesepakatan internasional, wilayah
pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan
daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena

pengaruh percikan air laut atau pasang surut dan ke arah laut




meliputi daerah paparan benua atau continental shelf
(Subiyanto et al. 2010).

Wilayah pesisir mempunyai karakter yang spesifik.
Wilayah ini merupakan agregasi dari berbagai komponen
ekologi dan fisik yang saling terkait dan saling rwpengaruhi,
serta secara ekologis sangat rapuh. Pembangunan
sumberdaya alam yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip
ekologi akan sangat mudah merusak proses atau berfungsinya
ekosistem pesisir. Suatu ekosistem pesisir adalah komposisi
dari berbagai komponen (komponen ekologi dan biologi, serta
lingkungan fisik pantai) serta interaksinya. Komponen ekologi
dan biologi dari ekosistem pantai termasuk spesies binatang,
tumbuhan dan organisme. Setiap spesi mempunyai peranan
fungsi yang unik di dalam ekosistem pantai dan mempunyai
habitat tertentu. Lingkungan fisik pantai meliputi perairan
pantai, muara sungai, karang pantai. Interaksi antar komponen
dari ekosistem pantai terjadi melalui pertukaran energi dan zat,
yang dimulai dengan konservasi cahaya matahari, nutrien
dasar, karbon dioksida dan mineral oleh tumbuhan (primary
produsers) menjadi jaringan tumbuh-tumbuhan (plant tissues)
yang merupakan bahan dasar makanan untuk binatang
(Dahuri, 2010; Kurniawan et al. 2013).

D. Sumberdaya Perikanan
Pulau Bangka merupakan Pulau tebesar di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung yang terdapat lima wilayah




administrasi yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka,
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, dan
@hupaten Bangka Barat. Produksi perikanan tangkap menurut
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016, jumlah produksi perikanan tangkap di laut
sebesar 188.672,6 ton dan mengalami kenaikan dari produksi
perikanan tangkap tahun 2015 sebesar 49.129,7 ton dimana
jumlah produksinya 139.542.9 ton (DKP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, 2018).

Penelitian Kurniawan et al. (2019) terdapat 73 jenis ikan
hasil tangkapan utama nelayan yang tergabung ke dalam 38
famili di Pulau Bangka. Penelitian ini menitik beratkan terhadap
penamaan lokal, nasional dan ilmiah serta alat tangkap yang
digunakan. Selain untuk memenuhi kebutuhan lokal dan
nasional, ikan hasil tangkapan nelayan Pulau Bangka juga
menjadi komoditas ekspor. Terdapat 30 jenis alat penangkap
ikan yang tergabung ke dalam 7 klasifikasi alat tangkap yang
beroperasi di Kabupaten Bangka. Masih terdapat alat tangkap
yang dilarang yang masih beroperasi yaitu kelas pukat hela dan

pukat tarik.
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Tabel 1. Penamaan lokal, nasional dan ilmiah jenis ikan hasil

tangkapan utama nelayan di Pulau Bangka.

! Nama Lakal Famili Nama Indanesia Spesies Nama Lakal Famili Nama Spesies
|| Tongen b \Tengempapan  [Scombaromorus putians |38 [Dataty C ds¢ _[Flot hunng Cotizz cumemg
|3 [Tegpen Imggmmilivy  |Scomburomari commerson push __|Labde ksl putih Laww; caicarfier
K emiung bl Scombndae | Kembueg lelai Aazralliper kansguria Hawal punh L dar [Barwal putih Fomras orpeas
4 | Koo b Kembrurg perempuan| fasimailiper beacksoms AlfJebung Balrhidse Avanavan Lanbang Abaliie: sl
|3 | Conghed | Tanghod como Kuryrrus qffet K starng Lt E.etenp Clasprndon 1 boymip s
Elkow lcinmmg | hakag Lo vl Pepeiek Loy Prpetei Lo AR
T | Kakag mprah Luditiis arpetimaculone (M| Senangin Fohmemdar  |Karo Semangn Pt muitradion
_I_Hm Lutjdredae L Cielimo Soarreder  |ladarg s e
Tnda Tanda-sanda L rutiedl| Tebeliak Pangaitendae |Behak mats Lihg mf s iers
!M E IM faTposm e ulsdar L o e
Cn Selat eureng Salareidi lapoalapy Seterlah Portiodider  [Sebelsh Fremode: e
Ty | Talang-talaeg. S ol o Koria bk Semmplender  |Kunm e e
argloa | Tozengek Magalaigs cordila K Kuni Semipden b i
M| Bl Bawal hetan Pararrananns mige Sl[Lidsh Cymeglessidar |Ladah Fergpignens Sy
Dhuar: sarmak Selar wbur-ubur Alapar wilawopliva Bulo cna Synodonhdss ]Eﬂd Scrwrasis tumdy]
Camngidse | Selar come A taid it Eielanak T Berbimiii Crensm, i rimiost
§7 |Basler | Karas E‘a-u:gnuﬁ:_p.'q_mm M [Kapas Cirmeadar Kapes e
Cou i b | Belar bentoms Salar cv apiv iz Kok Terepanbd ]I.m-;h'mi e phara
| 29| Cormnen Kurws lf.h:m Libem &M Bﬁm Do o et
M| Careds rmams Kurws aniees trevally | Caranpoldes cosrsiaspimuans nr Timah | Trichandse  |Lovw Trchoune lepewrss
3 |Linmmb | Karws galden revally Oncthanodon soasrasws (38 [Secam I, phades |Fubng pabung | B v iy e
K erapwy sune ;}'.zrqu durmg Flacropsmns lagperd Ketembak L ethemadse Lencam Latirans lretom
|33 |Kempn vapan  |Semamedie |Kenpusacinlin | Spimphelas areolais 8 [Hiu Bhrvecobamdas |Pan kekeh Rinmchobarr uddper
| K araen har | Kerapu kemang Epmuphaiss lawaalane B[P kscos [Pan | Do mpsmer
| Tasbun | Ternbans Sardimtlla gibbata 62 [P Dasyahdse |Pan | Dt ishm
E Cupeidae | Selanga Anpgdswiastoma choewds | 85| Pan hass Pan Tioniars bwms
37 [Dears | S Ambivgrer rirw 6 |3unmg i Cuomi-rui |Lalses o
3|0 s [Kedukang Ha Jathys sagor B5[zatong i iy Sais o
|29 iervose lihn | Masning Natuma i 6 [ L deng bunng Fimcarac mr graiec
| 0 |Semervic " i Diggrammg pichm 7| U e ok U dang leoeok Firopemsesprt coadee's
3| Caree |Gerat FPomadans kackam 8 [Udong dogal | Pemanidar IUdang dogol Mergmanr momsorss
32T |Tem Sealiphorns ndici Udamg flowss L' dang flower Foman 55
Biln | Bils Sralephoras commars onil [ L'dang putih Femar mirpuiel
| | Biks uning Sartpiang danugfilic Udamg Febon | Serpesnd |L dang rebom Arme 3¢
33 |Bubs wyam | Buka ayam Collia danrumiari 10| Udomgg ketok | Plirmand | dang lapan Pl
Spineemdae | Alu-ih Sphyrmima obtssan Parauise ]igﬂ! Poerums pelagice
Pamg panng | Chirocentndiae | falok-golok Chtrocanira dorgt

Sumber. Kurniawan et al. 2019.

Tabel 2. Klasifikasi jenis alat penangkap ikan yang beroperasi
di Pulau Bangka.

No Klasifikasi Alat Ikan Hasil Tangkapan Utama
Alat Tangkap Tangkap (Nama Lokal)

1 Jaring Lingkar Pukat cincin Tongkol, dencis, ciu, cumi, cermin,
! Surrounding (Mini Purse hapau, ciu mata besar, kembung
net Seine/Gae)

2 Pukat tarik / PukatlUdang Udang dogol, udang flower, Kurisi,
Seine net selar, rajungan

Cantrang Kakap merah, kerapu, bawal,
manyung, pepetek, rajungan,
sebelah, layur, lidah, buto cino, biji
nangka, gelamo, gegerot, bulu ayam

Payang Ciu, bawal, daun sama, cumi,
sotong, kurisi, jebung, pari kekeh,
bawal hitam, singkur, tongkol,
kembung, parang-parang, seminyak,
kerapu sunu, manyung, kuwe,
baronang

Pukat pantai Pepetek, udang putih, sotong,
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No Klasifikasi Alat Ikan Hasil Tangkapan Utama
Alat Tangkap Tangkap (Nama Lokal)
belanak, bedukang, selar
3 Pukat hela [/ Traw/ Pepetek, manyung, bawal, gulama,
Traw! gegerot, layur, kembung, cumi,
rajungan, bulu ayam, manyung, pari,
sebelah, cumi, sotong.
Pukat Dasar Manyung, pari, tenggiri, bulat
4 Jaring angkat / Bagan Selar, tamban, teri, kembung, laisi,
lift net Perahu sotong
Bagan Teri, cumi, tamban, pepetek, ciu,
Tancap bilis, sotong, dencis, ciu mata besar
Sungkur Udang sungkur, ikan pirang
Bagan Apung Teri, sotong, tamban, sotong, ciu,
Eq bilis, cumi, pepetek
5 Jaring insang / Jaring Insang Kakap merah, kerapu, pari kekek,
Gillnet Tetap bawal hitam, alu-alu, ciu, singkur,
tongkol, ketamabng, manyung,
talang, kurisi, cumi, baronang, udang
Jaring Insang kembung, selangat, tenggiri,
Hanyut manyung, parang-parang, bawal
putih, kakap merah, udang flower,
talang-talang, pari, merah, gerot,
bulat, menggali, cumi, tongkol,
singkur, ciu, selar, sotong, kurisi,
dencis, cumi, kerapu, selangat,
belanak, hapau, cermin, duri,
senangin, tebeliak
Jaring Tenggiri, GT, manyung, senangin,
Milenium parang-parang, belanak, bawal
hitam, talang, tamban, duri,
seminyak, sebelah
Jaring Bawal  Jarang gigi, bawal, manyung, pari,
seminyak
Trammel Net  Udang flower, udang burung
Jaring Kembung, bawal putih, singkur,
Kembung gagok
Jaring Kepiting
Kepiting
Jaring Pari Pari
Bottom Pari, hiu mejan
Gillnet
6 Trap/ Sero Sotong, kurisi, selar, ciu mata besar,
Perangkap tenggiri, jarang gigi, cumi, kerapu,
dan kakap
Bubu Seminyak, ekor kuning, kerapu sunu,

kerapu hitam, kakap merah, jebung,




No Klasifikasi Alat Ikan Hasil Tangkapan Utama
Alat Tangkap Tangkap (Nama Lokal)

jarang gigi, cumi, tenggiri, rajungan,
kakap putih, ketambak, tanda

Tugu Bilis, udang putih, ciu, selar, teri
7 Pancing {/ Pancing Ulur Tenggiri, bulat, kurisi, cumi, sotong,
Hook and Line  (Handline) ciu, manyung, selar, kembung, kakap
merah, kerapu, alu-alu, pari, tongkol,
layur

Rawai Tetap  Kakap merah, manyung, seminyak,
pari, bulat, menggali, ketarap, kurisi,
sotong, kakap putih, sunu, duri,
tenggiri, talang, cumi, tanda, gagok,
jarang gigi, tamban, ciu, gerot-gerot

Apolo Cumi, tenggiri

Pancing

Pancing Rol Kembung, kurisi, selar, tanda, kakap
Pancing Tongkol

Tonda

Pancing Sotong, cumi, tenggiri, bawal,
Cumi tongkol

Pancing Tenggiri, kerapu, kakap

Dasar

Sumber. Kurniawan et al. 2019.

Jenis ikan hasil tangkapan utama nelayan di Pulau
Bangka ini beberapa diantaranya merupakan komuditas
ekspor.Wilayah pengoperasian alat tangkap (fishing gound)
harus dikeola dengan baik termasuk wilayah pemijahan,
asuhan dan pembesaran ikan. Untuk itu perlu adanya kanjian
yang mendalam terkait hal tesebut dan peran lintas sektor
dalam implementasi pengelolaan sumberdaya perairan.

E. Sumberdaya Timah

Timah adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik

yang memiliki simbol Sn (stannum) dan nomor atom 50. Unsur

ini  merupakan logam miskin keperakan, dapat ditempa
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(malleable), tidak mudah teroksidasi dalam udara sehingga
tahan karat, ditemukan dalam banyak aloy, dan digunakan
untuk melapisi logam lainnya untuk mencegah karat. Timah
diperoleh terutama dari mineral cassiterite yang terbentuk
sebagai oksida %ikipedia, 2012; Kurniawan et al. 2013).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sejak lama
identik sebagal penghasil timah. Potensi ini merupakan sektor
basis yang artinya memiliki pﬁan utama dalam pertumbuhan
pembangunan di Provinsi ini. Komoditas tambang berharga ini
telah mewarnai ratusan tahun periode kehidupan sosial
masyarakat di daerah ini. Menurut data dari Commodity
Research Unit tahun 2005, kontribusi Bangka Belitung sekitar
90.000 ton dari sekitar 333.900 ton timah dunia. Sehingga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dikatakan sebagai
penghasil pasir timah terbesar dunia (Annual Report PT. Timah
Thk, 2008; Kurniavﬁ et al. 2013). Untuk itu perlu adanya
sinergi lintas sektor dalam pengelolaan sumberdaya yang ada
di wilayah pesisir dan laut.
F. Konsep Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Berkelanjutan

Pembangunan sektor perikanan bertujuan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus dilakukan demi
upaya menjaga dan memanage sumber daya yang ada,
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945
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(pasal 33) maupun Undang-Undang Perikanan No. 31 tahun
2004. Pemerintah diberi mandat oleh Undang-Undang
mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat
dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber
daya tersebut.

Dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan harus
mengedepankan perinsip berkelanjutan. Dimana sumberdaya
yang ada tidak hanya dimanfaatkan saat ini saja, tetapi harus
dinikmati juga oleh anak cucu kita 50 atau 100 tahun kedepan.
Perinsip pemanfaatan perikanan berkelanjutan minimal memuat
3 manfaat, yaitu manfaat ekologi, sosial dan ekonomi. Ketiga
manfaat ini harus terakomodir, tidak hanya melihat dari segi
jumlah (berat) dan jenisnya saja yang bertujuan mendapatkan
nilai ekonomi yang baik. Tetapi manfaat ekologi dan sosial juga
harus terakomodir dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut.

q-\wﬂme,o Pemanfaatan
O &
& % e Berkelanjutan

UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGANHIDUP

L2
o >

o, a3
ur” f_cﬂ{‘

Gambar 1. Konsep Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Berkelanjutan

Sumber: Kurniawan, 2019. Pemahaman Informasi Kelautan untuk
Kegiatan Perikanan.Dipaparkan dalam kegiatan Sekolah
Lapang Nelayan BMKG Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung 11 April 2019. Soll Marina Hotal Pangkalan Baru.
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Sumber daya dimaksud secara umum diklasifikasikan
dalam dua kategori, yaitu dapat sumber daya yang dapat
diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Salah satu untuk
menjaga kelestarian ikan, pemerintah mengatur tentang alat
tangkap ikan yang ramah lingkungan. Berdasarkan jenis alat
tangkap dapat dibedakan sebagai berikut: (1) Alat tangkap
selektif, ialah alat tangkap yang ramah secara ekologis
(ecologically friendly). Contoh paling umum dari alat
penangkapan ikan kategori ini ialah pancing; (2) Alat tangkap
yang cenderung menyebabkan terjadinya tangkap lebih
(overfishing), sehingga bisa merusak sumber daya dan ekologi;
(3) Alat tangkap yang dalam operasinya cenderung
menyebabkan kerusakan habitat ikan, sehingga berdampak
negatif secara ekologis; (4) Alat tangkap yang cenderung
merusak secara ekologis melalui tangkap lebih dan kerusakan
habitat ikan.

Penggunaan alat tangkap dan metode tangkap yang
tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan menyebabkan
overfishing danenurunnya stok ikan. Alat tangkap ini di salah
satunya adalah trawl.

Trawl adalah alat tangkap ikan yang bersifat aktif,
dimana alat tangkap ditarik oleh kapal yang bergerak mengejar
gerombolan ikan sehingga masuk ke dalam jaring, oleh karena
itu kecepatan kapal dalam menarik alat tangkap pada
umumnya adalah lebih besar dari kecepatan renang rata-rata

lkan yang tertangkap. Disamping itu bentuk alat tangkap Traw/
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dirancang secara khusus sehingga memiliki sayap yang
berfungsi untuk menggiring target ke arah mulut jaring atau
mencegah ikan lari ke arah sisi kiri dan kanan alat tangkap
serta nantinya hasil tangkapan akan berkumpul pada kantong
(Cod end).

Masih terdapat nelayan yang menggunakan alat
tangkap traw/ di Kabupaten Bangka Selatan terutama di
Kecamatan Toboali, Tukak Sadai dan Lepar Pongok. Alat
tangkap fraw/ ini masuk ke dalam kelas pukat hela menurut
PERMENKP No 6 Tahun 2010 (Kurniawan, 2018). Menurut
PERMENKP No 2 Tahun 2015 alat penangkap ikan ini dilarang
dikarenakan telah mengakibatkan menurunnya sumber daya
ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan.
Pada Pasal 2 PERMEN KP No 2 Tahun 2015 menyebutkan
bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan
ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik
(seine nets) di seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara
republilﬂndnnesia.

Sejatinya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
No. 2 tahun 2015 didasari oleh penurunan Sumber Daya lkan
(SDI) yang mengancam kelestarian, tujuannya adalah
kelestarian dan kemajuan sektor perikanan dan bukan untuk
mematikan mata pencaharian nelayan. Sebagai informasi,
bahwa sebagian besar daerah penangkapan ikan (fishing
ground) yang dibagi ke dalam beberapa Wilayah Pengelolaan
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Perikanan (WPP) di wilayah Republik Indonesia sudah
mengalami over fishing atau over exploited.

Dalam pemanfataan sumberdaya perikanan harus
mengedepankan prinsip pemanfaatan yang ramah lingkungan,
salah satunya dengan memperhatikan aspek ekologi. Aspek
ekologi terdiri dari parameter biologi, fisika dan kimia dimana
parameter biologi berupa keanekaragaman jenis dan ukuran
(panjang dan berat) sedangkan parameter fisika berupa
kecerahan, suhu, arus dan parameter kimia berupa pH dan
DO.Untuk itu dalam pemanfaatan perikanan berkelanjutan
tentunya wajib menggunakan alat tangkap yang ramah
lingkungan.

Menurut Direktorat Dirjen Perikanan (2000), yang perlu
diperhatikan dalam pelaksanaan penangkapan ikan yang
ramah lingkungan, antara lain: 1. Selektivitas alat tangkap ikan,
2. Fishing Ground daerah penangkapan ikan yang sesuai
dengan ukuran kapal dan jenis alat tangkap yang digunakan 3.
Pemanfaatan sumberdaya perikanan harus dikelola secara
wajar agar kontribusinya terhadap nutrisi, ekonomi dan
kesejahteraan penduduk dapat ditingkatkan dan 4. Peraturan
perlu diperhatikan sehingga perlu adanya peraturan-peraturan
yang mengatur jalannya operasi penangkapan ikan yang
menuju ramah lingkungan.

FAO (1995) serta beberapa pakar perikanan, seperti;
Monitja (1994) dan Arimoto, et al. (1999), menyatakan bahwa
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karakteristik pemamfaatan sumberdaya ikan yang ramah
lingkungan, meliputi:

1. Memiliki selektifitas yang tinggi

2. Tidak merusak habitat atau ekosistem sekitarnya

3. Tidak membahayakan keanekaragaman hayati dan tidak
menangkap spesies yang dilindungi.

Tidak membahayakan kelestarian target tangkapan

Tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan nelayan.

Diterima secara sosial

N o g s

Tidak membahayan konsumen

Dampak penggunaan alat tangkap ikan jenis traw/
menurut beberapa penelitian, diindikasikan sebagai alat
tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dapat merusak
lingkungan dan dalam jangka panjang akan merugikan
kepentingan ekonomi, maka banyak ikan-ikan kecil (ikan hasil
tangkapan sampingan/by Catch) yang ikut mati terjaring.
Akibatnya pada kurun waktu tertentu, ikan-ikan tersebut akan
habis karena tidak sempat regenerasi dengan alami. Dampak
penggunaan trawl dikhawatirkan akan menghambat
keberlanjutan sumber daya ikan demersal. |kan demersal
mempunyai nilai ekonomis tinggi karena citarasanya khas dan
digemari konsumen. Ikan demersal adalah ikan yang hidup di
dasar perairan. Jenis-jenis ikan yang memiliki sifat ekologi yaitu
sebagai berikut: (1) Mempunyai adaptasi dengan kedalaman
perairan. (2) Aktifitasnya relatif rendah dan mempunyai daerah
kisaran ruaya yang lebih sempit jika dibandingkan dengan ikan
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pelagis. (3) Jumlah kawanan relatif kecil jika dibandingkan
dengan ikan pelagis. (4) Habitat utamanya berada di dekat
dasar laut, meskipun berbagai jenis diantaranya berada di
lapisan perairan yang lebih atas. (5) Kecepatan
pertumbuhannya rendah. (6) Komunitas memiliki seluk beluk
yang komplek'.

! Tulisan ini telah di muat pada media online ralqranos dan dapat di akses
pada alamat berikut http://www.rakyatpos.com/fenomena-alat-tangkap-

trawl-politik-ekologi-vs-ekonomi.html/
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BAB Il

DAMPAK PENAMBANGAN

idak dapat dipungkiri, kegiatan penambangan timah
sudah menjadi urat nadi di Pulau Bangka. Sektor ini
menjadi sektor basis, yang artinya menjadi sektor
utama penunw perekonomian di Pulau Bangka. Sektor
basisartinya bahwa pertumbuhannya menimbulkan dan
menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan
aktivitas-aktivitas lain yang merupkanan non-basic merupakan

konsekuensi atau akibat dari kegiatan basis tersebut.

A. Kegiatan Penambangan Timah Wilayah Pesisir
a. Jenis Kegiatan Penambangan Timah Wilayah Pesisir

Berdasarkan lokasinya, pertambangan timah dilakukan
diwilayah darat dan wilayah laut. Untuk wilayah laut
penambangan timah dilakukan dengan menggunakan Kapal
Keruk (KK) dan Kapal Hisap Perusahaan (KHP) dengan lokasi
penambangan di atas 1 mil laut dari bibir pantai di seluruh
wilayah pulau Bangka. Perbedaan kedua jenis kapal ini terletak
pada metode eksploitasi (Annual Report PT. Timah Tbk
Persero, 2008).

PT. Timah Tbhk memiliki 10 kapal keruk (KK) dan 38

buah kapal Hisap perusahaan (KHP) dari lebih 40 anak

perusahaan. Untuk wilayah pesisir perairan Kabupaten Bangka,
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terdapat 4 kapal keruk dan 7 kapal hisap perusahaan yang
beroperasi. Kapal keruk yang beroperasi di wilayah pesisir
Kabupaten Bangka yaitu KK Merante, KK Karimata, KK
Singkep | dan KK Bangka 1 yang wilayah operasinya
mencakup wilayah pesisir Kecamatan Sungailiat, Permis dan
Cupak. Untuk Musim bulan November-Januari semua kapal
keruk beroperasi di wilayah Barat Pulau Bangka. Kapal Hisap
Perusahaan (KHP) vyang beroperasi di wilayah pesisir
Kabupaten Bangka yaitu KHP Permis, KHP Penganak, KHP Air
Kantung, KHP Jebu, KHPJungku KHP Timah 1, KHP Timah 2,
KHP Timah 3, KHP timah 4 (P2EP PT. Timah Tbk, 2012).
Selain itu penambangan timah di dominasi oleh
tambang rakyat yang disebut dengan tambang inkonvensional
(Tl). Jumlah tambang inkonvensional di Pulau Bangka tahun
2012 mencapai 14.231 buah TI baik yang bernperasiﬁ darat
dan di wilayah pesisir (BAPPEDA Prov.Babel, 2012). Istilah TI
sebagai kepanjangan dari tambang inkonvensional sudah
sangat dikenal di kalangan rakyat Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Tl merupakan sebutan untuk penambangan timah
dengan memanfaatkan peralatan mekanis sederhana yang
biasanya bermodal antara 10 juta sampai 15 juta rupiah. Untuk
skala penambangan yang lebih kecil lagi, biasanya disebut
tambang rakyat (TR). Tl sebenarnya dimodali oleh rakyat dan
dikerjakan oleh rakyat juga. Secara legal formal Tl sebenarnya
adalah kegiatan penambangan yang melanggar hukum karena

memang umumnya tidak memiliki izin penambangan.
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b. Metode Penambangan

F‘enamlangan Timah di wilayah pesisir pulau Bangka
menggunakan kapal keruk (KK), Kapal Isap Perusahaan (KIP)
dan tambang inkonvensional apung (Tl apung). Untuk kapal
keruk dan kapal hisap perusahaan merupakan kapal yang
dimiliki oleh PT. Timah (Tbk) Persero. Sedangkan tambang
inkonvensional apung (Tl apung) merupakan tambang rakyat
yang beroperasi di wilayah pesisir.

Jarak penambangan yang dilakukan di lautcukup dekat
dengan wilayah daratan yaitu kurang dari 2 mil laut. Ini diduga
karena terbatasnya kemampuan pipa dan mangkok kapal-kapal
yang digunakan untuk mencapai dasar perairan. Untuk itu perlu
kajian lebih dalam terkait kemampuan kapal isap dan kapal

keruk untuk mencapai dasar perairan.

Dangkal/Spoted

T

=
Dangkal/Spoted > e

(TS f TSK}

Gambar 2. Proses Penambangan Tlmah oleh PT. Timah Tbk.
Sumber: PT. Timah. Tbk (Persero), 2012; Kurniawan, 2013

Dilihat pada Gambar 2, proses penambangan timah
dimulai dari eksplorasi terlebih dahulu. Kemudian dilakukan

proses eksploitasi dengan menggunakan 2 jenis kapal yaitu
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kapal keruk (KK) dan kapal isap perusahaan (KIP). Untuk kapal
keruk metode pengerukan dapat dilihat pada Gambar 2 sesuai
dengan namanya kapal keruk menggunakan mangkok-

mangkok untuk mengeruk dasar perairan.
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Gambar 3. llustrasi metode penambangan kapal keruk (KK).
Sumber: K3LH PT. Timah Tbhk Persero 2012; Kurniawan et al. 2013.

Pada kegiatan penambangan lepas pantai, perusahaan

mengoperasikan armada kapal keruk untuk operasi produksi di
daerah lepas pantai. Kapal keruk dalam pengoperasiannya
menggunakan mangkok dalam pengambilan pasir timah dari
dasar perairan dLampiran Gambar 3). Armada kapal
kerukmempunyai kapasitas mangkok (bucket) mulai dari ukuran
7 cuft sampai dengan 24 cuff. Kapal keruk dapat beroperasi
mulai dari kedalaman 15 meter sampai 30 meter di bawah

21 cubic feet = 28,3168 liter
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permukaan laut dan mampu menggali lebih dari 3,5 juta meter
kubik material setiap bulan. Setiap kapal keruk dioperasikan
oleh karyawan yang berjumlah lebih dari 100 karyawan yang
waktu bekerjanya terbagi atas 3 kelompok dalam 24 jam
sepanjang tahun. Setelah dikeruk dan dibawa ke atas kapal
dilakukan pencucian timah dengan dilakukan penyemprotan
dan pengendapan.

Berbeda dengan kapal keruk, kapal Isap perusahaan
(KIP) dilakukan metode pengeboran batuan terlebih dahulu
kemudian hasil dari pengeboran dihisap dengan menggunakan
pipi-pipa hisap. Kedalaman pengambilan batuan dan pasir
timah kapal hisap perusahaan lebih dalam dari kapal keruk
yaitu bisa mencapai kedalaman 50 meter. Proses pencucian
timah dilakukan sama dengan kapal keruk (KK). Pasir diangkut
ke kapal keruk dengan menggunakan mangkok tersebut
kemudian dilakukan proses pencucian hingga didapat timah 70-
80% timah. Sisa dari kegiatan pencucian langsung dibuang ke
perairan (tailing) (P2EP PT. Timah Tbk, 2012; Kurniawan et al.
2013).

B. Pengaruh Kegiatan Penambangan

Dilihat dari proses penambangan timah di atas Gambar
2 dan 3, terdapat pengaruh secara langsung dan tidak
langsung. Pengaruh yang langsung dapat diamati adalah dari

kekeruhan air, tertutupnya terumbu karang oleh sedimentasi,
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rusaknya terumbu karang dan perubahan garis pantai (Gambar
4).

Gambar 4. Limbah Buangan aktifitas penambangan timah, kekeruhan
dan perubahan garis pantai.

Sumber: Kurniawan et al. 2013.

Akibat yang tidak langsung yang ditimbulkan adalah
limbah buangan sisa pertambangan yang mengandung logam
berat secara terus menerus akan berdampak pada mutu biota
dan ikan hasil tangkapan yang hidup di wilayah perairan
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tersebut. Menurunnya mutu biota termasuk ikan, akan berakibat
pada kualitas produksi yang secara tidak langsung berdampak
pada manusia yang mengkonsumsi ikan hasil tangkapan
nelayan.

Dilihat dari metode penambangan cmat dikatakan
sebagai perusakan pesisir. Perusakan pesisir adalah tindakan
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung
terhadap sifat fisik dan hayatinya yang melampaui kriteria baku
mutu lingkungan (Anggoro, 2011). Proses pengeboran dan
pengerukan dasar perairan menyebabkan perubahan

kedalaman, garis pantai dan kecerahan perairan.

1) Limbah Buangan Kegiatan Penambangan Timah Wilayah
Pesisir

Sisa dari kegiatan penambangan timah menghasilkan
limbah (tailing) yang langsung dibuang ke perairan. Limbah dari
kegiatan penambangan yang wbuang limbah secara
langsung di wilayah pesisir umumnya berupa limbah
mengandung logam berat. Diketahui bahwa sifat logam berat
tersebut mudah mengendap di dasar perairan danberikatan
dengan komponen Kkimia lainnya, sehingga kemungkinan
terjadinya pengakumulasian logam berat tersebut di dasar
perairan juga menjadi lebih besar (Riani dan Surjono, 2004).
Menurut Anggoro (2011), logam berat merupakan salah satu
paremeter limbah sebagai sumber dampak di perairan pesisir.

Limbah buangan dari kegiatan penambangan timah baik

itu berskala industri seperti kapal hisap dan kapal keruk
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ataupun berskala kecil seperti Tamta"ug Inkonvensional (TI)
mengandung logam berat yaitu Cr, Cd, Cu, Pb, Al dan Zn
(Espana et al. 2008; Dowling et al. 2004; Sengupta, 1993
dalam Henny-LIPI, 2011). Selain kualitas logam berat pada air
masih di atas ambang batas, hasil penelitian terdahulu
aenunjukkan bahwa di wilayah bekas penambangan timah
mempunyai kualitas air yang buruk dengan pH berkisar 2,9 —
4,5 dan kandungan logam berat Fe, Al, F'Ib Cd, As dan Mn
yang sangat tinggi. Kandungan logam berat bisa mencapai 5 -
8 mg/L (Brahmana et al. 2004). Untuk perbahan kualitasair
secara alami memakan waktu 20 — 30 tahun (Subardja et al.
2004; Brahmana et al. 2004 dalam Henny -LIPI, 2011; LIPI;

Kurniawan et al. 2013).

2) Dampak penting pengaruh kegiatan penambangan terhadap

air laut studi kasus analisis dampak lingkungan (AMDAL)

Pada saat Pertambangan Timah Laut, sebagian material
halus dan lumpur pada dasar laut akan teraduk-aduk. Hal ini
akan menimbulkan peningkatan padatan tersuspensi dan
kekeruhan air di lokasi kegiatan dan daerah-daerah sekitarnya.
Pada saat bersamaan, lumpur bersama dengan air yang dimuat
pada kapal akan keluar dari screen kapal dan menimbulkan
kekeruhan pada daerah di sekitar lokasi kapal isap tersebut
melakukan Pertambangan Timah Laut.

Untuk  mengetahui  wilayah  sebaran  dampak
peningkatan kekruhan air laut digunakan model simulasi

Software hidrodinamik (CORMIX V.3.20 = Cornel Mixing Zone
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Expert System). Hasil simulasi menunjukkan bahwa konsentrasi
padatan tersuspensi akan lebih besar jika arus perairan lebih
kuat. Hal ini dapat dimengerti karena arus yang kuat akan lebih
lebih cepat membawa sedimen tersebut dan volume air yang
melewati sumber dampak menjadi tambah besar. Hasil simulasi
tersebut apabila ditumpang tindihkan dengan peta posisi
daerah Pertambangan Timah Laut dengan keberadaan
ekosistem pesisir pulau-pulau di sekitar lokasi Pertambangan
Timah Laut, maka dapat diketahui bahwa daerah sebaran
dampak TSS sangat luas.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka kegiatan
Pertambangan Timah Laut berkaitan dengan dampak yang
terjadi dapat dievaluasi berdasarkan beberapa pertimbangan

sebagaimana pada uraian tersebut.

1. Dari Segi Manusia yang Terkena Dampak

Kekeruhan air laut sebagai akibat terlarutnya material
luluhan yang ditambang dar dasar laut akhirnya akan
menyebar dan memberikan dampak terhadap kekeruhan air.
Dalam kaitannya dengan manusia yang terkena dampak dapat
dinyatakan bahwa kekeruhan air laut secara langsung
berpengaruh khususnya bagi nelayan.Mengingat bahwa daerah
ini  merupakan daerah kepulauan dengan kegiatan
pencahariannya mayoritas nelayan, maka dari aspek manusia
yang terkena dampak mensuport terjadinya dampak negatif

kekeruhan di lingkungan perairan laut wilayah studi.
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2. Dari Segi Intensitas dan Penyebaran Dampak

Kegiatan Pertambangan Timah Laut merupakan
kegiatan Pertambangan Timah Laut dengan mengoperasikan
kapal TSHD. Di samping itu memerlukan waktu untuk
pengangkutan.

Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan kapal dan
disesuaikan dengan perhitungan simulai sebaran dampak
dengan mempergunakan model CORMIX maka nampaknya
keempat opsi Pertambangan Timah Laut sampai beberapa
level kedalaman sebagaiman disebutkan akan memberikan
dampak penyebaran kekeruhan yang cukup signifikan. Dari
hasil prediksi sebagaimana disajikan pada tabel penyebaran
kekeruhan diketahui bahwa pada IUP | mengacu kepada
penyebaran muatan sampai yang terendah ukurannya adalah
0,9 — 1,2 mll pada kisaran arus 1,0 — 2,5 knot dan frekuensi
pengangkutan kapal 2.000 m® sekali angkut dan ini meningkat
dengan meningkatnya kapasitas kapal angkut.

Berdasarkan telaahan mengenai sebaran dampak
terkait dengan posisi pulau maka disajikan ulang tabel potensi
dampak di wilayah studi (Tabel 3).
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Tabel 3. Rangkuman overlay potensi sebaran dampak
kekeruhan dan kekuatan dampak pada wilayah

studi.
Kekuatan
Dampak pada .
IUP g::::nia;gi Frekuensi Keterangan D asnlfla::k
Pengangkutan P
1 2 3
IUP  PENGAMATAN L K K Signifikan  musim Parsial
| 1 utara utara
PENGAMATAN L L L Signifikan ~ musim Parsial
2 utara utara
PENGAMATAN K K K Signifikan  musim Parsial
3 utara utara
IUP ‘IhGﬁMATAN K K K Signifikan  musim Parsial
Il || utara utara
PENGAMATAN L L L Signifikan ~ musim Parsial
2 utara utara
PENGAMATAN K K K Signifikan  musim Parsial
3 utara utara
PENGAMATAN K K K Signifikan  musim Parsial
4 @ utara utara
PENGAMATAN L K K Signifikan ~ musim Parsial
5 utara utara
PENGAMATAN L K K Signifikan  musim Parsial
6 utara utara
PENGAMATAN L K K Signifikan ~ musim Parsial
7 utara utara
PENGAMATAN K K K Signifikan  musim Parsial
8 utara utara
PENGAMATAN K K K Signifikan  musim Parsial
9 utara utara
IUP  PENGAMATAN K K K Signifikan ~ musim Parsial
Il 1 utara utara
PENGAMATAN K K K Signifikan  musim Parsial
2 utara utara
PENGAMATAN K K K Signifikan  musim Parsial
3 utara utara
PENGAMATAN L L L Signifikan  musim Parsial
4 utara utara

IUP PENGAMATAN L L L Sig utara dan Akumulatif

v 1 Selatan
PENGAMATAN L K K Sig utara dan Akumulatif
2 Selatan
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Kekuatan

Dampak pada .
IUP g::::ay:i:gi Frekuensi Keterangan Dasnﬁatak
Pengangkutan P
1 2 3
PENGAMATAN K K K Sig utara dan Akumulatif
3 Selatan
PENGAMATAN L K K Sig utara dan Akumulatif
4 Selatan
PENGAMATAN L L L Sig utara dan Akumulatif
5 Selatan
Keterangan :
L = lemah
K = kuat

Berdasarkan atas tumpang tindih posisi pulau dan
potensi sebaran baik didasarkan pada perhitungan dari basis
kecepatan arus mulai dari 1 sampai dengan 2,5 knot dan fre-
kuensi kapal dari 1 sampai dengan 3 kali maka dapat
dinyatakan bahwa dampak mempunyai penyebaran dan
intensitas yang luas serta intensif. Oleh sebab itu dapat dinya-
takan bahwa intensitas dan penyebarannya mendukung
timbulnya dampak negatif kegiatan Pertambangan Timah Laut

terhadap peningkatan kekeruhan.

3. Berdasarkan Lamanya Dampak

Kecepatan endap pada beberapa ukuran dan
mengkompilasikannya dengan hasil sebaran dari berbagai
ukuran sebagaimana diuraikan pada bagian di atas dan bagian
prediksi tentang kekeruhan maka dapat dinyatakan bahwa

dampak akan berlangsung lama. Oleh sebab itu aspek ini
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mendukung bagi sifat negatif dampak akibat peningkatan

kekeruhan di dalam perairan.

4. Atas Dasar Dampak lkutannya

Kemampuan menyerap panas, melepaskan panas,
melarutkan muatan partikulat, mendispersi molekul besar dan
sebagainya merupakan cerminan sifat universal dari perairan.
Kejadian alamiah ini tercerminkan dari perubahan kuantitatif
dari berbagai variabelnya. Dari aspek hubungan fungsional,
aspek fisika kimia perairan dengan komponen biologi dapat
dijelaskan bahwa, aspek fisika kimia lingkungan perairan
berperan sebagal wadah atau habitat yang tidak saja berperan
untuk memenuhi tuntutan tempat tinggal atau berlincﬁg bagi
komponen biologi (organisme), akan tetapi juga berfungsi
sebagai tempat berpijah, mencari makan dan berkembang biak.
Dalam menjalankan histori hidupnya (life history), organisme
akuatik sangat bergantung kepada perilaku perubahan kondisi
fisika kimia perairan.

Peningkatan kekeruhan ini akan terjadi secara fisik
terhadap menurunnya intensitas cahaya matahari. Sehingga
ikutan dampaknya adalah berkurangnya tingkat produktivitas
perairan. Selanjutnya penurunan ini dapat menyebabkan
penurunan pada level tropik berikutnya. Di samping itu,
peningkatan kekeruhan akibat terlarutnya muatan padatan di

dalam perairan dapat membatasi sebaran dan adaptasi
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khususnya ikan pelagik. Atas dasar hal tersebut maka

peningkatan kekeruhan memberikan dampak ikutan yang luas.

5. Berdasarkan sifat akumulatif dampak dengan kegiatan
sekitarnya,

Peningkatan kekeruhan merupakan pencerminan
terlarutnya muatan padatan ke dalam perairan. Muatan-muatan
padatan ini sebenarnya merupakan bentuk species kimia yang
mempunyai kemampuan berikatan dengan unsur-unsur lain.
Kegiatan transportasi laut yang mempunyai frekuensi cukup
tinggi mempunyai peluang yang bersifat akumulatif dengan
kegiatan Pertambangan Timah Laut ini.Juga adanya beberapa
IUP penambangan di sekitar wilayah studi menyebabkan
peningkatan akumulasi dengan kegiatan lainnya. Berdasarkan
aspek berbalik atau tidaknya dampak, maka sebaran
kekeruhan mempunyai kemampuan untuk pulih.

Berdasarkan uraian di atas, maka dampak kegiatan
Pertambangan Timah Laut terhadap penurunan kualitas air

dapat dikategorikan sebagai dampak negatif penting (-P).

C. Melﬁlisme Masuknya Logam Berat Pada lkan

Masuknya limbah secara terus menerus ke perairan
pesisir dapat menyebabkan efek negatif. Karena limbah secara
terus menerus yang masuk ke wilayah pesisir akan mengalami
pemekatan dan terakumulasi di dalam ekosistem perairan.
Proses ini terjadi jika logam berat yang masuk ke perairan tidak
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tersebar oleh turbulensi dan arus laut. Bagian bahan pencemar
yang tidak diencerkan dan disebarkan atau terbawa ke laut
lepas akan diabsorbsi atau dipekatkan melalui proses biofisik-
kimiawi (terdeposisi). Kemudian logam berat tersebut
tersuspensi di air laut (sedimen melayang) dan terakumulasi ke
sedimen dasar. Dalam proses biologi, bahan pencemar akan
memasuki tubuh biota air melalui mekanisme penyerapan aktif
(absorbsi dan regulasi ion) dan rantai makanan (Anggoro,
2011; Kumiawalﬁr al. 2013).

Menurut Darmono (2001), logam berat masuk ke dalam
jaringan tubuh makhluk hidup melalui beberapa jalan, yaitu:
saluran pernafasan, pencernaan dan penetrasi melalui kulit.
Logam di dalam tubuh hewan diabsorpsi darah, berikatan
dengan protein darah yang kemudian didistribusikan ke seluruh
jaringan tubuh. Akumulasi logam yang tertinggi biasanya dalam
detoksikasi (hati) dan ekskresi (ginjal). Akumulasi logam berat
dalam tubuh organisme tergantung pada konsentrasi logam
berat dalam air/lingkungan, suhu, keadaan spesies dan
kegiatan fisiologis (Connel dan Miller, 1995; Kurniawan et al.
2013). 6

Bahan pencemar yang masuk ke dalam lingkungan
perairan akan mengalami tiga macam proses akumulasi yaitu
fisik, kimia dan biologis. Buangan limbah industri yang
mengandung bahan berbahaya dengan toksisitas yang tinggi
dan kemampuan biota untuk menimbun logam bahan

pencemar mengakibatkan bahan pencemar langsung
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terakumulasi secara fisik dan kimia lalu mengendap di dasar
laut. Melalui rantai makanan terjadi metabolisme bahan
berbahaya secara biologis dan akhirnya akan mempengaruhi
kesehatan manusia. Akumulasi melalui proses biologis inilah
yang disebut dengan bioakumulasi (Hutagalung et al. 1984;
Anggoro et al. 2011; Kurniawan et al. 2013).

Berikut ini adalah skera masuknya logam berat pada

Masuk ke
ekosistem laut

Zat
Pencermar
I | 1
disebarkan
cleh
Adukan Dipekatkan Bicta yang
_[Turbulensi] _[M‘ﬁ' — { aleh ] [ S I.aut] [ Beruaya
I 1
I
T T 1 I T 1

ikan dan mamalia dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.
Diencerkan dan ]
oleh
—— |
[ Froses Fisis dan ]
Biologis _ Kimiawi

. Disarap ; i
Diserap Diserap cleh - Pertukaran
J aleh [kan l PI:IIWTC?CID lRumput Laut J Ao 1 pg"gandam"] I lon
|
Averizbrat : .
[Zooplankmn ] a/Benthoz Sedimentasi
—_—

lkan dan Mamalia |

Gambar 5. Skema proses alami yang terjadi jika polutan (logam
berat) masuk kelingkungan laut (EPA, 1973 dalam
Kurniawan et al. 2013)
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BAB lll

VALUASI EKONOMI JASA-JASA EKOSISTEM

A. Pengertian Jasa Ekosistem
stilah Jasa-Jasa Ekosistem (ES) disadari semakin

memainkan peran penting dalam  meningkatkan

kesejahteraan hidup manusia. ES didefinisikan sebagai jasa
manfaatbaik secara langsung maupun @ak langsung yang
diterima masyarakat dari lingkungan (Millenium Ecosystem
Assesment [MA], 2005; The Economics of Ecosystems and
Biodiversity [TEEB], 2010). Definisi tersebutmenggeser
paradigma konservasi dari suatu pemikiran yang berdasar pada
nilai intrinsik ke nilai yang lebih antroposentrik. Maksudnya
disini adalahkonservasi dilakukan terhadap ekosistem-—
ekosistem alami yang ada di bumi lebih dilihat dari sudut
pandang kebermanfaatannya kepada manusia daripada nilai
keberadaan dari ekosistem itu sendiri sebagai bagian dari
kehidupan.

Menurut Engel dan Pickardt (2012) perencanaan ruang
merupakan titik paling awal untuk menerapkan konsep
pembangunan berkelanjutan yang melibatkan tiga komponen
utama: sosial, ekonomi dan ekologi. Cukup banyak penelitian
terbaru yang menunjukkan bahwa perencanaan ruang dan
perubahan penggunaan lahan berdampak pada keberlanjutan

ES. Pada saat yang bersamaan, banyak juga literatur ilmiah
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tentang informasi ES yang membahas akan pentingnya ES
untuk kesejahteraan hidup manusia. Akan tetapi, penelitian-
penelitiaratersebut dipandang masih kurang cukup relevan
dengan informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil
keputusan untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka
hadapi di lapangan (Honey-Rosés & Pendleton, 2013). Selain
itu, studi-studi kasus yang menggunakan pendekatan penilaian
ES untuk memutuskan atau mengevaluasi kebijakan
penggunaan lahan masih jarang ditemukan dalam literatur-
literatur yang dipublish (Laurans, Rankovic, Billé, Pirard, &
Mermet, 2013; Marre et al. 2016). Akibatnya, masih banyak
para pengambil keputusan yang belum mempertimbangkan
informasi ES (terutama di negara-negara berkembang) atau
merasa kesulitan menerapkan pendekatan ES ke dalam
evaluasi dan perumusan kebijakan-kebijakan mereka.
Menyadari akan pentingnya informasi ES di dﬁm
mendukung pengambilan kebijakan terutama kebijakan yang
berkaitan dengan konsep “‘Pembangunan Berkelanjutan”
(Sustainable Development) oleh para pembuat keputusan,
maka para  ahliilmuwan  terus-menerus melakukan
pengerﬁangan dan penyempumaan alat atau metode yang
dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan tersebutéalah
satu alternatif alat atau metode yang tersebut yaitu valuasi
ekonomi. Konsep valuasi ekonomi ES adalah suatu pendekatan
yang digunakan untuk mengestimasi nilai ES ke dalam satuan

nilai mata uang.

38




Konsep Valuasi Ekonomi ES ini tampaknya menjadi alat
yang menjanjikan ﬁuk mewujudkan tujuan-tujuan pada masa
yang akan datang seperti yang telah dijelaskan di atas. Hal ini
dikarenakan valuasi ekonomi ES memungkinkan trade off
antara dua atau lebih alternatif penggunaan lahan (dengan
mempertimbangkan informasi nilai ES) melalui Cost Benefit
Analysis (CBA) (Liekens et al. 2013) sehingga pertimbangan
dalam pengambilan atau pengevaluasian suatu kebijakan dapat

lebih mengakomodir semua pihak.

B. Rasionalitas Valuasi Ekonomi Jasa Ekosistem

Salah satu topik utama ekonomi lingkungan dan
pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk
memberikanestimasi nilai yang tepat pada sumber daya alam
dan jasa-jasa yang disediakan oleh ekosistem. Permasalahan
utama yang dihadapi sekarang terkait dengan upaya untuk
menilai jasa-jasa yang disediakan oleh ekosistem dan
dimanfaatkan oleh manusia adalah bahwa sebagian besar dari
jasa-jasa tersebut tidak memiliki harga di dalam pasardan dapat
diambil gratis dari alam atau yang lebih dikenal sebagai
eksternalitas (externality). Atau, jika barang atau jasa tersebut
sudah memiliki nilai pasar namun dihargai lebih rendah dari
yang seharusnya. Karena kegagalan pasar memberikan nilai
kepada jasa-jasa ekosistem inilah yang menyebabkan sumber
daya alam semakin menipis dan kualitas lingkungan hidup

semakin memburuk. Contoh dari jasa-jasa ekosistem yang
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sering dimanfaatkan manusia namun kerap kali tidak dinilai
keberadaannya antara lain adalah fungsi pemecah gelombang
dari hutan mangrove, keanekaragaman hayati hutan tropis dan

kualitas udara yang semakin menurun.

Para pakar ekonomi berkomitmen pada prinsip efisiensi
ekonomi. Prinsip efisiensi ekonomi yang dimaksud disini adalah
Pareto Improvement. Menurut Pareto, pasar akan mencapali
titik efisiensi jika tidak memungkinkan lagi seseorang mendapat
keuntungan lebih banyak (better off) tanpa menyebabkan pihak
lain merugi (worse off). Kegagalan pasar terjadi ketika outcome
berada pada titik inefisiensi dimana seseorang mengalami
keuntungan dengan menyebabkan pihak lain mengalami
kerugian. Ketika hal ini terjadi, Pemerintah perlu melakukan
efisiensi atau yang lebih dikenal dalam istilah ekonominya

Pareto Improvement.

Sumber daya alam yang digunakan harus dapat diambil
manfaat (benefits) darinya secara maksimal, setelah dikurangi
biaya penggunaan (costs). Prinsip ini lebih dikenal dengan
istilah analisis manfaat biaya (cost benefit analysis, CBA) yang
banyak digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan
keputusan. CBA adalah suatu metode untuk menilai kelayakan
proposal suatu proyek dan kebijakan berdasarkan manfaat
bersih (net benefits) mereka. Hanya saja, CBA tradisional gagal
untuk secara memadai mengakomodir di dalam analisis banyak

manfaat lingkungan yang sebenarnya digunakan akan tetapi
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tidak memiliki nilai pasar. Akibatnya, proyek dan kebijakan yang

akhimya menjadi pilihan tidak benar-benar efisien.

Karena dampak proyek atau kebijakan pada lingkungan
sering tidak tercatat dalam CBA, banyak proyek dan kebijakan
yang dilakukan menyebabkan kerusakan lingkungan dan
menipisnya sumber daya alamserta sedikit kegiatan yang
dilakukanyang menghasilkan manfaat dan keberlanjutan
lingkungan. Akibatnya, pemilihan proyek menjadi bias dalam
mendukung antara (1) opsi pengembangan yang outputnya
memiliki harga pasar (mudah diukur) atau (2) opsi konservasi
yang manfaatnya tidak dibeli dan dijual di pasar (lebih sulit
untuk diukur). Informasi tentang nilai ekonomi dari barang dan
jasa ekosistem Kkarenanya penting bagi para pemangku

kepentingan.

C. Total Nilai Ekonomi and Metode Valuasi

Banyak para ahli (Georgiou, Whittington, Pearce, &
Moran, 1997; Hussen, 2004; Tietenberg & Lewis, 2015)
menyepakati bahwa model konseptual Total Nilai Ekonomi
(TEV) untuk sumber daya dan lingkungan dapat disajikan

sebagai rumus berikut:

TEV = Nilai Pakai (UV) + Nilai Non Pakai (NUV)

Nilai pakai (UV) meliputi penggunaan sumber daya alam
dan lingkungan secara langsung dan tidak langsung. Kayu,

dedaunan, sumber obat alami, dan ikan yang berasal dari hutan
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bakau adalah merupakan contoh nilai pakai langsung (DUV),
sedangkan stabilisasi dan penyerapan karbon mencerminkan
nilai pakai tidak langsung (IUV). NUV, di sisﬁain lebih kepada
menilai preferensi seseorang melalui kesediaan untuk
membayar atau Willingness to Pay (WTP) untuk pelestarian
sumber daya alam dan lingkungan dan orang tidak mengambil
manfaat langsung darinya. Nilai ini juga mencakup nilai warisan
dan keberadaan. Nilai warisan mengukur WTP orang untuk
melestarikan sumber daya alam dan lingkungan untuk anak-
anak dan cucu mereka pada masa yang akan datang,
sementara nilai keberadaan berhubungan dengan kepuasan
masyarakat akan keberlanjutan kelestarian sumber daya alam

dan lingkungan walaupun mereka tidak menggunakannya.

Meskipun banyak para ahli ekonomi setuju dengan
konsep umum TEV, ada sedikit perbedaan definisi di antara
para ahli dalam mengklasifikasikan nilai opsi atau Option Value
(OV) dalam TEV. Perbedaannya tergantung pada sudut
pandang para ahli. Sebagian ahli mengkategorikan OV sebagai
komponen NUV (Hussen, 2004) namun sebagian lainmenilai
OV sebagai nilai independen yang dipisahkan dari UV dan NUV
(Tietenberg & Lewis, 2015) Nilai opsi (OV), menurut Georgiou
et al. (1997) dapat didefinisikan sebagai nilai pakai yang dapat
digunakan oleh penduduk setempat saat pada masa yang akan
datang. Definisi ini berbeda dari nilai warisanatau Bequest
Value (BV), dalam konteks subjek yang mengambil manfaat,
karena Georgiou et al. (1997) mendefinisikan nilai warisan
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sebagai WTP generasi saat ini untuk melestarikan sumber daya

alam dan lingkungan untuk generasi masa depan mereka.

Metode penilaian yang digunakﬁ untuk mengestimasi

TEV dipilih harus berdasarkan kategori manfaat yang diperoleh

dari sumber daya alam dan lingkungan tersebut. Berbagai jenis

nilai diukur dengan metode penilaian ekonomi yang berbeda.

TEEB (2010a) telah merangkum berbagai jenis teknik penilaian

untuk memperkirakan variasi nilai ekosistem. Hubungan antara

metode yang ditentukan dan komponen nilai disajikan pada
Tabel 4.

Tabel 4. Hubungan antara Metode Valuasi dan Nilai yang

Diestimasi
Pendekatan Metode Value
Price- Pakai langsung dan
based Market prices tidak langsung
Pakai langsung dan
Avoided cost tidak langsung
Valu | Cost- Pakai langsung dan
asi based Replacement cost tidak langsung
Pasa
r Mitigation/Restoration Pakai langsung dan
cost tidak langsung
Producti Production function Pakai tidak langsung
on- approach
based Factor Income Pakai tidak langsung
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Pakai langsung dan
Revealed Travel cost method tidak langsung
preference Pakai langsung dan
Hedonic pricing tidak langsung
Contingent valuation Pakai dan non Pakai
Choice
modelling/conjoint Pakai dan non Pakai
Stated analysis
preference
Contingent ranking Pakai dan non Pakai
DEIIbE.ratWE group Pakai dan non Pakai
valuation

Sumber: TEEB (2010a)
D. Contingent Valuation Method (CVM)

Contingent Valuation Method (CVM) adalah metode
untuk memperkirakan nilai sumber daya (baik nilai pakai
maupun non pakai) menggunakan pendekatan preferensi yang
dinyatakan ﬂeperﬁ yang ditunjukkan pada Tabel 4. Pada
prinsipnya, CVM digunakan untuk mengestimasi nilai banyak
barang dan jasa yang tidak ada di pasar (Hanley, Shogren, &
White, 2001). Dalam situasi ini, masing-masing responden
secara langsung ditanyakan dengan mencari informasi tentang
perilaku mereka terhadap keberadaan pasar. CVM hingga
sekarang masih diakui sebagai satu-satunya metode yang
mampu mengestimasi nilai NUV (Ndebele, Forgie, & Vu, 2014)
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meskipun beberapa pihak masih meragukan kesahihan dari

metode ini.

Dalam CVM ini ada beberapa cara untuk memperoleh
informasi preferensi responden. Menurut Georgiou et al. (1997),
cara paling sederhana untuk melakukannya adalah dengan
mengajukan pertanyaan terbuka (open-ended question), yaitu
dengan hanya bertanya berapa banyak mereka bersedia
membayar untuk barang atau jasa yang mereka manfaatkan.
Cara lain adalah menggunakan pilihan dikotomi (dichotomous
choice model), yaitu responden memilih atas opsi dengan
tingkat penawaran tertentu. Atau, responden diberikan
serangkaian pertanyaan untuk beralih ke penilaian terbaik
mereka, yang disebut metode penawaran berulang (iterative
bidding method). Cara lainnya yang mungkin adalah dengan
menunjukkan kepada responden beberapa “payment card” dan

meminta preferensi mereka terhadap payment card yang mana.

E. Contoh Kasus Valuasi Ekonomi: EvalfEsi Kebijakan
terhadap Ekosistem Mangrove di Pangkalpinang,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada sesi ini menyajikan contoh studi kasus di Kota
Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
mendemonstrasikan bagaimana valuasi ekonomi digunakan
dalam menyediakan informasi pada evaluasi kebijakan
pemerintah setempat terhadap rencana penggunaan lahan
yang diperuntukkan untuk industri di atas hamparan mangrove

sebagai kondisi eksistingnya. Dengan studi ini diharapkan
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dapat memberikan informasi yang lebih praktis kepada
pemerintah setempat tentang pentingnya ekosistem mangrove
bagi masyarakat lokal di Pangkalpinang, sehingga pemerintah
daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik mengenai
keputusan penggunaan lahan. Infnrmam tentang TEV
ekosistem mangrove di Pangkalpinang dapat digunakan
sebagal salah satu bahan pertimbangan untuk mengevaluasi
rencana tata ruang Pangkalpinang atau dokumen serupa
lainnya. Dengan diperolehnya angka TEV, memungkinkan nilai
manfaat ekosistem mangrove dimasukkan dalam suatu alat
analisa kelayakan kebijakan/proyek, yaitu dengan

menggunakan CBA (analisa biaya manfaat).
Provinsi Kepulauan Bangka Belitur@adalah tergolong

provinsi muda di Indonesia. Dahulunya Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung merupakan bagian dari Provinsi Sumatera
Selatan yang terletak di bagian barat pulau tersebut. Kepulauan
Bangka Belitung memisahkan diri dan meﬁlentuk provinsi baru
pada tanggal 21 November 2000. Pangkalpinang, yang
merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
memiliki sekitar 11.900 ha dengan sekitar 1236 ha (10 %) area
bakau, yang terdiri dari Mangrove di wilayah Ketapang, Wmah
Selindung, dan wilayah Tanjung Bunga (Bappeda, 2010)
seperti yang terlihat pada Gambar 6.
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Gambar 6. Sebaran Ekosistem Mangrove di Pangkalpinang
Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, 2012

Sebagai ibu kota yang masih tergolong muda,
perubahan guna lahan di Kota Pangkalpinang berkembang
pesat. Untuk menfasilitasi dan mengendalikan kegiatan
pembangunan dan aktivitas ekonomi diﬁmta Pangkalpinang,
pemerintah setempat telah menetapkan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang yang telah berlaku sejak
tahun 2004. Baik rencana penggunaan lahan sebelumnya
(2004) dan yang telah direvisi (2010) merencanakan hampir
semua wilayah ekosistemm mangrove di Pangkalpinang untuk
dikonversi menjadi kawasan peruntukan industri, pergudangan
dan perumahan. Hal ini berpotensi menyebabkan lahan
ekosistem mangrove akan terkonversi menjadi penggunaan lain
secara permanen. Berdasarkan estimasi dengan menggunakan

Sistem Informasi Geografis (GIS), area mangrove di kota ini
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telah mengalami penurunan secara signifikan. Sekitar 342,6 ha
lahan mangrove atau hampir 30% dari 2004 hingga 2013 telah
terkonversi menjadi penggunaan lain (lihat Gambar 7).
Diprediksi bahwa kegiatan konversi mangrove di kawasan
tersebut kota akan terus mengalami kenaikan pada masa yang
akan datang (Badan Lingkungan Hidup Daerah Pangkalpinang,
2012).
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Gambar 7. Sebaran dan Konversi Mangrove di Area Studi
Sumber: Photo Citra Tahun 2004 dan 2013

Sementara itu di sisi lain pada wilayah studi, sejumlah
masyarakat setempat masih menggantungkan kelangsungan
hidupnya pada ekosistem mangrove. Orang-orang lokal ini
adalah nelayan kecil. Bahkan berdasarkan hasil survei,
sebagian dari mereka menunjukkan pengetahuan yang baik
tentang manfaat penting yang disediakan oleh mangrove,
seperti tempat berkembang biaknya ikan-ikan. Mereka juga
mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang bagaimana
kemungkinan pendapatan mereka yang akan terus menurun
seiringluas area mangrove yang terus berkurang. Mereka juga
menyatakan bahwa akan sangat sulit bagi mereka untuk

mendapatkan penghidupan yang lebih baik jika mereka
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kehilangan pekerjaan sebagai nelayan. Kekhawatiran mereka
tentu masuk akal karena, berdasarkan data dari Badan Pusat
Statistik Kota Pangkalpinang, (2016), tingkat pengangguran di
kota ini sangat tinggi (lebih dari 10%). Selain itu, pendidikan
mereka juga sangat rendah, yang mengakibatkan kompetisi
lapangan pekerjaan dengan para pencari kerja yang

berpendidikan tinggi lainnya menjadi lebih sulit.

Pengumpulan Data

Studi ini menggunakan data primer dan sekunder.
Survei dilakukan dari rumah ke rumah para nelayan kecil3, dan
dilakukan di hari kerja dan akhir pekan pada masyarakat lokal4
yang memanfaatkan langsung ekosistem mangrove di
Pangkalpinang. Survei untuk mengumpulkan informasi dan
data primer dilaksanakan pada pertengahan Agustus 2016.
Data primer terutama digunakan untuk memperkirakan nilai
rekreasi, nilai perikanan, dan nilai opsi. Data nilai rekreasi
dihasilkan dari rata-rata jumlah pengunjung yang datang ke

area mangrove untuk memancing setiap tahun dan biaya

INelayan kecil pada studi ini didefinisikan sebagai nelayan yang tidak
memiliki perahu atau memiliki perahu yang tidak bermesin atau hanya
mesin tempel. Dengan demikian, diharapkan bahwa mereka menangkap
ikan hanya di daerah mangrovedan sekitarnya.

“Pada survei ini, ditemukan sebagian besar mereka adalah pemancing,
sementara penangkap kepiting sangat sedikit sekalo . Untuk
menyederhankan perhitungangation, studi inihanya mempertimbangkan
pemancingdanmengabaikanmanfaat mangrove bagipara penangkap
kepiting.
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perjalanan rata-rata yang dihabiskan mereka per kunjungan,
sedangkan nilai perikanan dihitung dari data total pengeluaran
dan penghasilan yang diperoleh nelayan kecil. Terakhir, data
mengenal nilai opsi dihasilkan dari menanyakan langsung
tentang kesediaan nelayan kecil dan para pengunjung untuk
membayar (WTP)

Untuk menilai stabilisasi garis pantai dan nilai
penyerapan karbon, data sekunder diperoleh dari berbagai
sumber. Penjelasan rinci ditunjukkan pada Tabel 2. Sebanyak
137 responden, dari 227 nelayan kecil di Pangkalpinang,

disurvei dengan metode simpel random sampling.

Tabel 5. Nilai Ekonomi yang Dihitung, Metode yang Dipilih dan

Sumber Data

Sumber

Nilai Ekonomi Metode Data

Pakai Survey
Langsun data: the

g number of
visitors per
year, the
travel cost
spent per
visit

Rekreasi Travel cost

Survey
data: the
Perikanan Fishermen’s income fisherman’s
trips, total
costs and
income per
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trip

Pakai
Tidak
Langsun

9

Stabilisasi pantai

Replacement cost

SNVT
PJSA
Sumatera
VI,
Provinsi
Bangka
Belitung
(2016)

Penyerapan
karbon

Benefit transfer

Hilmi, E.
2003 as
summarize
d in Ministry
of
Environmen
t and
Forestry
Resume,
n.d

Nilai Option

CVM - open ended
question

Survey
data: local
people’s
WTP, the
number of
local people
benefiting
mangroves

Sementara itu, sebanyak 30 pengunjung yang datang

ke area mangrove untuk memancing dipilih dengan metode
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purposive sampling di areastudi meliputi Tanjung Bunga,
Ketapang dan Selindung (sebanyak 10 pengunjung disurvei di
setiap area). Seluruh responden memiliki hubungan langsung

atau bergantung pada hutan mangrove.

Beberapa pertanyaan kuesioner dari studi ini diadopsi
dari Tuan dan Tinh (2013) dengan modifikasi. Kuesioner yang
diajukan kepada nelayan kecil adalah tentang karakteristik
sosial ekonomi dan demografi (usia, pendidikan, mata
pencaharian lainnya, total pengeluaran, status perahu, status
rumah), total pendapatan dan biaya per perjalanan serta sikap
terhadap restorasi dan perlindungan mangrove sedangkan nilai
WTP diestimasi dengan CVM melalui open-ended question
Sedangkan pertanyaan untuk 30 pengunjung meliputi informasi
dasar seperti pekerjaan, usia, pendidikan, pengeluaran, status
rumah, kesediaan membayar, jenis kegiatan di hutan bakau,
frekuensi kunjungan per minggu dan total biaya yang terlibat

per kunjungan.

Adapun format elisitasi pertanyaan untuk mendapatkan nilai

WTP dinyatakan dengan pertanyaan sebagai berikut:

"Berapa banyak uang yang akan Anda habiskan per
bulan untuk mendukung mangrove dalam program

perlindungan mangrove ini?"

53




Hasil dan Pembahasan

Dalam studi ini, WTP digunakan untuk memperkirakan
OV dari mangrove. Akan tetapi, informasi mengenai preferensi
masyarakat lokal untuk melestarikan atau mengkonversi hutan
mangrove dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan mereka
dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah
pemahaman vyang Ilebih mendalam mengenai Kkondisi
masyarakat setempat, khususnya mereka yang secara
langsung bergantung pada hutan mangrove. Oleh karenanya,
pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih

tepat sasaran.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, ada dua
kelompok yang mewakili masyarakat lokal yaitu nelayan kecil
dan pemancing (penduduk setempat yang mencari ikan untuk
tujuan rekreasi). Hasil dari 164 responden survei menunjukkan
bahwa setiap rumah tangga nelayan kecil dan pemancing akan
membayar rata-rata masing-masing 8,83 USD dan 11,79 USD
per tahun demi untuk melestarikkan hutan mangrove.
Generalisasi angka-angka ini untuk total populasi nelayan kecil
dan pemancing menghasilkan estimasi nilai total WTP sekitar
28k USD per tahun. Nilai ini mewakili nilai opsi (OV) mangrove

di wilayah studi.

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi WTP
seharusnya mencakup semua penduduk lokal yang mendapat
manfaat dari hutan mangrove. Sayangnya, karena keterbatasan
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data, studi ini tidak menyertakan pemancing dalam
menganalisis  faktor-faktor yang mempengaruhi WTP
masyarakat lokal. Sampel pemancing tidak dikumpulkan secara
random, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan

analisis statistik pada data tersebut.

Jumlah total nelayan di Pangkalpinang berdasarkan
data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kota
Pangkalpinang adalah berkisar 1.000 orang. Namun hanya 227
orang yang disebut nelayan kecil dalam studi ini digolongkan
sebagai nelayan yang bergantung langsung pada hutan
mangrove pada wilayah studi. Sejumlah 137 responden diambil
secara random dari jumlah total nelayan kecil. Dalam hal latar
belakang sosial ekonomi, hasil survei menunjukkan bahwa
responden nelayan kecil diklasifikasikan ke dalam kelas sosial
dan ekonomi yang rendah. Ini terlihat dari tingkat pendidikan
rata-rata dan pendapatan bulanan mereka. Meskipun
responden dapat digambarkan sebagai milik kelas
berpenghasilan rendah, lebih dari 80% dari mereka memiliki
rumah dan perahu nelayan, yang diharapkan memiliki korelasi
positif dengan WTP.

TEV adalah nilai total DUV, UV, OV, dan NUV. Namun
karena keterbatasan data, TEV ekosistem mangrove dalam
studi ini hanya dibatasi pada manfaat sosial-ekonomi yang
berasal dari masyarakat lokal. Berdasarkan hasil observasi

lapangan dan kuesioner, jenis jasa ekosistem yang telah
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diidentifikasi meliputi nilai manfaat tempat rekreasi, perikanan,

stabilisasi garis pantai, penyerapan karbon, dan nilai opsi.

Estimasi TEV per tahun dari ekosistem mangrove di
wilayah studi adalah sekitar 1.642k USD atau 1.838
USD/ha/tahun. Dengan kata lain, besaran ini kira-kira setara
dengan dua Kkali lipat Produk Domestik Bruto kota (PDB) kota
Pangkalpinangpada tahun 2015. Hal ini membenarkan teori
bahwa ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam
meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. DUV, terdiri dari
manfaat perikanan dan rekreasi, menyumbang nilai tertinggi
dari ekosistem mangrove yaitu memperoleh hampir 75%.
Sedangkan IUV yang mewakili nilai stabilisasi garis pantai dan
penyerapan karbon, dan OV menyumbang 23,47% dan 1,72%
terhadap nilai TEV.

DUV Kkhususnya perikanan, memiliki nilai terbesar.
Angka ini menggambarkan bahwa mangrove memiliki peran
penting dalam menyediakan mata pencaharian bagi nelayan
kecil. Namun, pemerintah lokal gagal menangkap hubungan
penting antara nelayan kecil dan ekosistem mangrove ini
karena kekurangtahuan mereka akan nilai ekonomi tersebut.
Hilangnya ekosistem mangrove ini tidak hanya akan
menyebabkan hilangnya mata pencaharian nelayan kecil tetapi
juga dapat menyebabkan masalah sosial lainnya, seperti angka
pengangguran yang lebih tinggi, belum lagi kenaikan harga ikan

lokal di pasar yang mengakibatkan impor ikan dari luar kota.
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Dengan demikian, nilai IUV yang cukup besar juga tidak dapat
diabaikan. Tidak adanya harga pasar untuk manfat-manfaat
ekosistem hutan mangrove ini tampaknya menjadi alasan
mengapa manfaat ini sering terabaikan. Padahal faktanya, hasil
IUV menunjukkan bahwa nilai ini berkontribusi terhadap
seperempat dari TEV ekosistem hutan mangrove di wilayah

studi.
Kesimpulan

Perencanaan penggunaan lahan memainkan peran
penting dalam melestarikan atau melenyapkan ES. Namun ES
seringkali terabaikan oleh pembuat kebijakan dan stakeholder
karena manfaatnya sebagian besar tidak memiliki harga di
pasar konvensional. Dengan kata lain, pembuat kebijakan,
terutama di negara-negara berkembang, memiliki informasi
yang sangat kurang tentang manfaat dan dampak yang
ditimbulkan jika ekosistem hutan mangrove mengalami
degradasi atau bahkan hilang sama sekali. Akibatnya,
pemerintah daerah sering tidak mempertimbangkan manfaat
ekosistem dalam pengambilan keputusan mereka. Valuasi
ekonomi dapat menjadi solusi untuk situasi semacam ini
walaupun metode-metode dan kesahihan serta ketersediaan
data yang dibutuhkan dalam valuasi ekonomi masih harus terus
dilakukan penyempurnaan. Selain itu, valuasi ekonomi juga
memungkinkan untuk memasukkan manfaat — manfaat jasa
ekosistem ini dalam Cost Benefit Analysis (CBA).
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Studi ini mendemonstrasikan bagaimana memberi nilai secara
ekonomi dapat digunakan untuk mendukung evaluasi kebijakan
penggunaan lahan di Pangkalpinang. Hasil utama dari studi ini
menunjukkan bahwa ketika manfaat intangible ekosistem hutan
mangrove diberi harga (dalam bentuk moneter), nilai ekonomi
total ekosistem hutan mangrove di Pangkalpinang diperkirakan
mencapai sekitar dua kali lipat dari PDB kota Pangkalpinang
pada tahun 2015. Dengan dihitungnya manfaat intangible dari
Ekosistem Mangrove ini diharapkan dapat memberikan
informasi kepada pemerintah lokal dan para stakeholder

dengan lebih fair.
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BAB IV

TUMPANG TINDIH PEMANFAATAN
SUMBERDAYA OPEN ACCESS

esisir merupakan sumberdaya akses terbuka.
Sehingga pemanfaatan sumberdaya di wilayah ini
untuk beragam kepentingan dapat memicu timbulnya
konflik. Secara umum, penyebab timbulnya konflik pemanfaatn
sumberdaya pesisir adalah beberapa pihak yang melakukan
aktivitas ekonomi di suatu wilayah yang sama, namun upaya

yang dilakukan salah satu pihak dapat merugikan pihak lain.

Sebagai contoh kasus pemanfaatan sumberdaya pesisir
di Pulau Bangka, yakni pemanfaatan pesisir sebagai usaha
pertambangan timah, penangkapan ikan, dan pariwisata.
Tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya di wilayah tersebuit,
telah menyebabkan kerugian ekonomi di satu pihak, dan

sekaligus memberikan keuntungan dilain pihak.

Property rights adalah hak yang menyatakan tentang
kepemilikan, hak istimewa maupun pembatasan dalam
penggunaan sumberdaya alam. Dengan mengetahui hak dan
bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku manusia dalam
pemanfaatan sumberdaya alam, maka kebijakan pemerintah

maupun alokasi pasar dapat direncanakan. Property rigths
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merupakan salah satu upaya mengatasi masalah lingkungan

dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Terdapat dua kelompok pemanfaat sumberdaya pesisir
dan laut : 1) Kelompok masyarakat yang berkepentingan atas
produksi barang (seperti perikanan tangkap dan perikanan
budidaya) dan jasa (seperti pelabuhan dan pariwisata laut); dan
2) Kelompok masyarakat yang memanfaatkan laut untuk
pembuangan limbah. Pada kasus di Pulau Bangka, limbah
berasal dari buangan aktivitas pertambangan timah di laut.
Kegiatan kedua kelompok ini berpotensi mencemari lingkungan
pesisir dan laut. Disamping itu, kepentingan kedua kelompok ini
jelas bertentangan satu sama lain.Untuk itu diperlukan regulasi/
kebijakan yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir dan

laut sebagai sumberdaya bersama secara bijaksana.

Menggunakan pendekatan kelembagaan, ada beberapa
model pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut bersama yang
mendorong upaya pemanfaatan sumberdaya tersebut dalam

tingkat yang ekonomis, menguntungkan dan berkelanjutan:

1) Model Interaksi Para Pelaku Pemanfaat Sumberdaya Pesisir
dan Laut.

Model ini dapat dipakai untuk merumuskan model
kebijakan vyang dapat dipakai untuk mengatur pola
pemanfaatan sebuah sumberdaya bersama pada tingkat yang
layak secara ekonomis dan dalam jangka waktu yang panjang,
yang selanjutnya akan mengurangi atau  bahkan
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menghilangkan potensi konflik antara pemanfaat sebuah

sumberdaya bersama, mencakup:

a)

b)

Model Tragedi Sumberdaya Bersama. Model ini pertama kali
dikemukakan Hardin (1968), yakni menggunakan kasus
pemanfaatan padang rumput oleh para peternak. Dalam
kasus ini, setiap peternak memperoleh manfaat langsung
dar ternak mereka masing-masing, dan harus menanggung
ongkos akibat kerusakan padang rumput ketika ternak

masing-masing melakukan perumputan lebih.

Model Dilema Narapidana. Model ini dikenal juga dengan
model non zero sum games. Dilema ini dihadapi oleh dua
pemain yang tidak saling berkomunikasi satu sama lain.
Dengan menggunakan strategi ‘kerjasama’, masing-masing
kelompok masyarakat akan memperoleh hasil optimal,
sementara dengan strategi ‘curang’, salah satu saja dari
kelompok akan memperoleh hasil yang lebih banyak, namun
menimbulkan kerugian, juga kemarahan apabila mengetahui
kecurangan tersebut pada kelompok lainnya. Bahkan bila
setiap kelompok menggunakan ‘curang’, maka dalam jangka
waktu tertentu justru akan terjadi eksploitasi berlebihan, dan
tak satupun kelompok yang akhirnya memperoleh manfaat.
Sama halnya dengan pembuangan limbah ke perairan laut.
Perundang-undangan yang mangaturnya tidak akan ada
artinya apabila pihak yang membuang limbah tidak

memenuhi aturan yang telah ditetapkan tersebut. Untuk itu
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diperlukan kesadaran lingkungan yang tinggi dan
mekanisme kontrol yang baik dari pihak yang berwenang
dalam mengendalikan pencemaran demi kelestarian

lingkungan.

c). Model Logika Koleksi Aktif. Dalam sebuah kelompok besar,
individu yang rasional dan mementingkan diri sendiri tidak
akan bertindak untuk memenuhi kepentingan kelompok
untuk secara sukarela menyumbang bagi upaya-upaya
penyediaan atau pelestarian sumberdaya bersama tersebut,

bila tidak ada dorongan untuk mendapat manfaat.

2) Kebijakan alternatif adalah sebuah kebijakan yang
memungkinkan para pelaku pemanfaat sumberdaya
bersama memiliki kemampuan untuk menentukan
kesepakatan-kesepakatan bersama atau strategi
kerjasama yang aturannya mereka rumuskan dan setujui
bersama, dan akhirnya mengikat interaksi antar anggota
yang Dbersepakat. Ini berarti kelompok-kelompok
masyarakat yang berpotensi terlibat konflk perlu
bekerjasama dengan menyepakati sebuah ‘aturan main’
yang mereka rumuskan sendiri berdasarkan kondisi fisik
ekosistem wilayah perairan dan teknologi yang dikuasai.
‘Aturan main’ tersebut harus dirumuskan secara transparan

dan adil serta kemudian ditegakkan secara konsisten.

3) Hak kepemilikan (property rights). Hak kepemilikan menjadi
hal pokok untuk berhasilnya efisiensi alokasi sumberdaya
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dan bekerjanya pasar. Kegagalan dalam menentukan
dengan jelas hak kepemilikan juga akan menimbulkan
eksternalitas, khususnya dalam kaitannya dengan
wgelnlaan sumberdaya alam. Hak kepemilikan adalah
klaim yang sah (secure claim) terhadap sumberdaya
ataupun jasa yang dihasilkan dari sumberdaya tersebut. Hak
kepemilikan juga dapat diartikan sebagai suatu gugus
karakteristik yang memberikan kekuasaan kepada pemilik
hak. Karakieristik tersebut menyangkut ketersediaan
manfaat, kemampuan untuk membagi atau mentransfer hak,
derajat eksklusivitas dari hak dan durasi penegakan hak
(enforceablity).

4) Eksternalitas. kstemalitas‘akan menyebabkan alokasi
sumberdaya tidak efisien. Efisiensi alokasi sendiri terkait
dengan pengaturan kelembagaan (institutional
arrangement). Sumberdaya bisa saja dialokasikan melalui
berbagali pengaturan kelembagaan seperti kediktatoran
(dictatorship), perencanaan terpusat (central planning), atau
melalui mekanisme pasar (free market). Teori ekonomi
standar mengatakan bahwa meskipun pengaturan
kelembagaan selain free market bisa saja menghasilkan
alokasi yang efisien, namun hanya mekanisme pasar yang
menghasilkan alokasi yang efisien dan optimal (sering juga
disebut Pareto optimal). Dengan kata lain, jika pasar tidak
eksis, alokasi sumberdaya tidak akan terjadi secara efisien
dan optimal.
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Secara umum ada beberapa tindakan untuk mencegah atau
mengurangi terjadinya eksternalitas, yakni memberikan hak
kepemilikan, internalisasi dan pemberlakuan pajak.
Pengendalian eksternalitas dengan pemberian hak
kepemilikan akan sangat bergantung pada biaya transaksi.
Sebagaimana dijelaskan oleh teori Coase, jika biaya
transaksi positif maka: 1) Pemberian hak kepemilikan akan
mengurangi masalah eksternalitas namun tidak akan
menghilangkannya; 2) Pemberian hak kepemilikan untuk
mengurangi eksternalitas akan efektif apabila pihak-pihak
yang terlibat saling mengetahui benar satu sama lain; 3)
Pemberian hak kepemilikan akan meningkatkan
kesejahteraan pemilik sehingga mengurangi kemungkinan

terjadinya eksternalitas.

5) Pelaku penyebab pencemaran seharusnya membayar
kompensasi kepada masyarakat yang terkena pencemaran.
Bila biaya lingkungan tidak dimasukkan dalam perhitungan,
maka dapat mengakibatkan nilai pasar tidak sama dengan
nilai sosial sehingga terjadi kegagalan pasar (market failure).
Beberapa sumber kegagalan pasar adalah : 1) Eksternalitas,
adalah keadaan dimana kesejahteraan pelaku/agent
dipengaruhi secara langsung oleh aktivitas atau dalam
kontrol pelaku/agent lainnya; 2) Sistem property rights yang
tidak sesuai, seperti sumberdaya alam bersifat open access
(sumberdaya alam yang tidak dikontrol secara eksklusif oleh
satu pelaku), public goods (barang dan jasa yang
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dikonsumsi seseorang tidak mempengaruhi jumlah untuk
yang lain), imperfect market stucture (monopoly), perbedaan
discount rate antara private dan social, kegagalan
pemerintah (government failure) contohnya Ilobby rent
secker, dan agama Kkepercayaan sebagal sumber dari
environmental problem. Untuk mencapai efisien, maka perlu
adanya private negotiation, judical remedies courts, legisiatif
dan executive dan peran pemerintah.
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BAB V

PENGELOLAAN KONFLIK PEMANFAATAN
SUMBERDAYA PESISIR

nalisis konflik menggunakan pendekatan Analisis

stakeholders. Analisis bertujuan mengetahui potensi

dan kebijakan pengelolaan konflik antar pewgku
kepentingan di kawasan pesisir utara Pulau Bangka. Metode
yang digunakan berupa mengklasifikasikan sejumlah isu yang
terkait dengan pengelolaan sumberdaya pesisir, yakni antara
nelayan, Wambang timah (Tl) dan pelaku wisata bahari.
Sehingga memberikan gambaran umum tentang potensi konflik
yang terjadi di wilayah tersebut. Potensi konflik itu selanjutnya
dianalisis dengan menggunakan salah satu alat analisis konflik,
yaitu arﬁisis bawang bombay.

Beberapa hal yang berkaitan dengampengelnlaan
sumberdaya pesisir utara Pulau Bangka diklasifikasikan
berdasarkan isu di lapangan. Setidaknya ada empat isu utama
yang dapat dikaji dari hasil wawancara, yaitu isu lingkungan, isu
sosial, isu pelanggaran hukum (penertiban TI), dan isu

ekonomi.
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A. Isu Lingkungan

Isu lingkungan dampak penambangan timah (TI)
dianalisis per wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan hasil
analisis, masalah utama lingkungan perairan dampak
penambangan Tl yang utama adalah kecerahan air dan lumpur.
Sebagaimana di Desa Baskari Bhakti Kecamatan Namang,
Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru dan Desa
Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah.
Berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Bangka Belitun (2016), Kabupaten Bangka memiliki
persentase kerusakan terumbu karang 50 persen akibat
aktivitas penambangan timah dilaut, karena pori-pori terumbu
karang tertutup limbah penambangan yaitu lumpur sehingga
membuat terumbu karang rusak.

Ketebalan lumpur di Desa Batu Belubang dari pantai
kearah laut berkisar 30 cm — 60 cm. Kondisi ini menyulitkan
aktivitas nelayan untuk melaut. Nelayan harus mengeluarkan
biaya lebih untuk menyewa tongkang sebesar 6% dari hasil
tangkapan. Tugas tongkang tersebut membawa ikan hasil
tangkapan dari perahu menuju dermaga, dan mengantar bekal
nelayan ketika berangkat melaut. Terdapat sekitar 25 tongkang
yang beroperasi di perairan Desa Batu Belubang. Alat tangkap
mayoritas nelayan di Desa Batu Belubang adalah bagan
tancap, bagan apung, bagan perahu dan pancing.

Desa Baskari Bhakti juga memiliki masalah kecerahan

air yang rendah, dan lumpur yang ketebalannya mencapai 30
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cm. Di desa ini terdapat pembagian wilayah perairan desa
untuk kegiatan menangkap ikan oleh nelayan dan kegiatan
penambangan timah oleh penambang, yakni perairan di Dusun
Tanah Merah untuk kegiatan penangkapan ikan, dan perairan
Dusun Bedeng untuk aktivitas penambangan. Batas wilayah
tersebut ditandai dengan tonggak kayu kearah laut sepanjang
satu kilometer. Alat tangkap mayoritas nelayan di Desa Baskari
Bhakti antara lain pukat rajungan, jaring, dan pancing ulur.

Permasalahan di Desa Kurau sama dengan kedua desa
sebelumnya, vyakni kecerahan air dan Ilumpur yang
menyebabkan pendangkalan muara. Sehingga kapal nelayan
tidak bisa keluar masuk dermaga setiap saat, karena
menunggu air pasang.

Sama halnya dengan kegiatan penambangan laut yang
dapat menyebabkan sedimentasi sehingga habitat ikan
semakin jauh ke laut lepas, dan menyebabkan nelayan
semakin jauh untuk melakukan penangkapan ikan. Hasil
pengambilan data lapangan pada responden pelaku wisata,
penambang timah dan nelayan di Kota Pangkalpinang dan
Kabupaten Bangka, menunjukan persepsi bahwa kondisi
perairan sudah mulai tercemar. Sebagian besar disebabkan
oleh dampak dari penambangan timah ilegal di laut. Sehingga
berpengaruh terhadap penangkapan ikan bagi nelayan dan
merusak keindahan pantai bagi pelaku usaha wisata.

Sektor pertambangan sangat berpengaruh terhadap

sektor pariwisata dan sektor perikanan yang ada di pesisir.
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Kegiatan penambangan timah menghasilkan limbah yang
langsung dibuang ke peraiﬁn setelah tahapan pencucian.
Menurut Anggoro (2001), masuknya limbah secara ferus
menerus ke perairan pesisir dapat menyebabkan pengaruh
negatif. Masuknya limbah di wilayah pesisir secara terus
menerus akan mengalami pemekatan dan terakumulasi di
dalam ekosistem perairan. Proses ini terjadi jika logam berat
yang masuk ke perairan tidak tersebar oleh turbulensi dan arus
laut. Bagian bahan pencemar yang tidak diencerkan dan
disebarkan atau terbawa ke laut lepas akan diabsorbsi atau
dipekatkan melalui proses biofisik-kimiawi. Kemudian logam
berat tersebut tersuspensi di air laut (sedimen melayang) dan
terakumulasi ke sedimen dasar (terdisposisi).

Sektor pariwisata dan juga sektor perikanan yang
menjadi aspek penting yaitu kualitas air di perairan tersebut,
salah satunya adalah kecerahan perairan. Faktor utama
penyebab kekeruhan adalah pengerukan dasar perairan yang
diakibatkan oleh aktivitas penambangan. Kecerahan perairan
sangat menentukan jenis biota apa yang ada di dalamnya.
Dalam ekosistem terumbu karang memerlukan air laut yang
bersih. Sehingga aktivitas pertambangan pada limbah cair
sudah berada di atas baku mutu lingkungan, sehingga menjadi
bahan pencemar. Hal ini akan mempengaruhi aktivitas nelayan
untuk mencari ikan dan juga para wisatawan yang melihat

keindahan wisata alam pesisir.
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Prianto dan Husnah (2009) menjelaskan bahwa
sedimentasi yang tinggi di wilayah pesisir telah menyebabkan
terjadinya perubahan bentang alam di daﬁah pantai. Hal ini
disebabkan, adanya penambangan timah di sepanjang pantai
Pulau Bangka. Tingginya aktivitas penambangan di sepanjang
pantai telah menyebabkan pada beberapa bagian terjadi proses
pendalaman akibat pengambilan tanah dasar laut dan pada
bagian ain terjadi penumpukkan butiran tanah.

Penimbunan dasar perairan oleh sedimen dapat
merusak dan memusnahkan komunitas hewan bentik dan
lokasi pemijahan biota perairan lainnya. Partikel tanah yang
tersuspensi akan menutupi habitat (tanaman air, permukaan
tanah) dan telur-telur seluruh biota perairan, sehingga telur
tidak dapat berkembang dengan baik. Dampak ini lambat laun
akan menyebabkan penurunan populasi secara masal yang
akhimya dalam jangka panjang dapat menurunkan
keanekaragaman hayati perairan (Prianto dan Husnah, 2009).

Kegiatan penambangan timah di wilayah pesisir
menyisakan limbah yang mengandung bahan pencemar yang
langsung ﬁuang ke perairan tanpa filterisasi terlebih dahulu
sehingga secara langsung ataupun tidak langsung memberi
tekanan secara signifikan terhadap menurunnya kualitas
ekosistem perairan termasuk ekosistem pesisir yang dapat
mempengaruhi spawning, feeding, fishing ground sumberdaya

ikan dan biota-biota laut lainnya.

70




Dampak secara langsung adalah perubahan kecerahan
perairan, yang pada akhirnya mempengaruhi kesuburan
perairan. Selain itu, dampak secara tidak langsung vyaitu
semakin jauhnya fishing ground, berkurangnya ikan hasil
tangkapan nelayan dari jenis dan ukurannya serta perubahan
profesi nelayan menjadi pndukung sektor tambang. Di Kota
Pangkalpinang, banyak nelayan menyewakan kapalnya untuk
penambang menuju ponton tambang inkonvensional dan
menerima jasa penitipan motor dengan biaya penitipan Rp.
5.000,- per motor setiap malam.

Melihat fenomena diatas, maka perlu adanya arahan
kebijakan pengelolaan mengenal pengaruh penambangan
timah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah
pesisir Pulau Bangka, yang merupakan pusat dari kegiatan
penambangan timah di Indonesia. Dengan bersandar pada
prinsip kelestarian lingkungan dan diharapkan potensi
sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal guna
meningkatkan kesejahteraan nelayan di Pulau Bangka Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

B. Isu Sosial

Analisis permasalahan sosial yang timbul sebagai
dampak penambangan timah (TI) bagi nelayan di Kabupaten
Bangka Tengah meliputi pendidikan anak, kesehatan nelayan
dan kesempatan kerja. Isu sosial yang terjadi dalam konflik

pemanfaatan sumberdaya pesisir dalam penelitian ini diperoleh
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dua sumber utama yang saling berperan, yakni para
penambang timah di laut dan nelayan perikanan tangkap.

Masalah pendidikan, sebanyak 73% anak-anak pesisir
di Kabupaten Bangka Tengah tidak melanjutkan sekolah
disebabkan masalah perekonomian. Anak-anak nelayan tidak
melanjutkan sekolah ke (SMA/sederajat) maupun perguruan
tinggi, karena pendapatan yang tidak menentu yang
diakibatkan oleh musim, dan tinginya biaya menangkap ikan.
Nelayan harus menangkap ikan sejauh hingga 30 mil, karena
perairan disekitar pesisir banyak aktivas penambangan timah
(kurang dari 2 mil). Dokumentasi ponton Tl dengan latar
aktivitas penambangan timah disepanjang pantai Batu
Belubang tersaji pada Gambar 8.

Gambar &fﬂntﬂn Tl yang sedang diparkir, dengan latar aktivitas Tl di
pesisir Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkaln Baru Kabupaten
Bangka Tengah (Sumber: dokumentasi pribadi, 2019)
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Masalah kesehatan, sebanyak 59% nelayan telah
memiliki asuransi kesehatan JKN/BPJS. Selebihnya nelayan
masih menggunakan biaya sendiri untuk berobat. Berdasarkan
hasil wawancara, nelayan masih enggan ikut asuransi karena
tidak semua BPJS gratis. Namun ada yang harus membayar
sendiri dalam bentuk iuran bulanan. Dan tersebut dirasa
memberatkan nelayan.

Masalah kesempatan kerja, sebanyak 54% nelayan
menyatakan bahwa kualitas perairan di wilayah mereka
berdampak terhadap kegiatan menangkap ikan. Nelayan
melakukan upaya penangkapan ikan pada perairan yang tidak
ada aktivitas penambangan, dan wilayah tersebut diluar
perairan desa mereka. Sehingga jarak tempuh lebih jauh.
Selain itu, sejumlah nelayan di Desa Batu Belubang juga
beralih profesi menjadi pendorong tongkang, karena biaya
melaut yang relatif lebih besar. Sementara pendapatan sebagai
pendorong tongkang adalah 6% dari total hasil tangkapan
nelayan yang menggunakan jasanya. Sehingga dirasa lebih
menjanjikan. Alat transportasi tongkang sebagaimana tersaji
pada Gambar 9.
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Gambar 9. Alat transportasi tongkang (Sumber: dokumentasi
pribadi, 2019)

Hasil penelitian lapangan dengan mengumpulkan data
responden nelayan dan penambang timah di perairan Kota
Pangkalpinang terdapat isu sosial yang cukup menonjol. Salah
satu contohnya kasus yang terjadi di Kelurahan Sinar Bulan,
Kota Pangkalpinang. Ketua Kelompok Nelayan di lokasi
tersebut berperan juga sebagai penambang timah ilegal dan
memanfaatkan profesi nelayannya untuk memperoleh harga
solar bersubsidi untuk keperluan penambangan. Hal tersebut
membuat nelayan lainnya yang berprofesi penuh sebagai
penangkap ikan merasa hal tersebut tidaklah adil. Kejadian ini
menyebabkan nelayan dan penambang timah di kelurahan
tersebLﬁaIing bersinggungan.

Permasalahan penambangan timah di Pulau Bangka
saat ini merupakan fenomena gunung es yang suatu saat dapat
meledak dan menjadi masalah sosial yang berujung konflik
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dengan masyarakat lainnya. Bailk dalam perebutan
pemanfaatan sumberdaya pesisir maupun seperti kasus yang

terjadi di Kelurahan Sinar Bulan tersebut.

C. Isu Pelanggaran Hukum (Penertiban TI)

Penertiban Tl oleh aparat hukum merupakan upaya
yang dilakukan pemerintah daerah setempat untuk mengurangi
dampak sosial dan lingkungan yang ada, selain karena TI
melanggar aturan. Bagi penambang yang tertangkap, maka
dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku,
diantaranya penyitaan ponton Tl penambang.

Dikutip dari Antara News (2019) Pemerintah Kota
Pangkalpinang menertibkan dan membakar tambang bijih timah
ilegal yang beroperasi di alur Sungai Rangkui, karena
melanggar aturan dan meresahkan masyarakat Kota
Pangkalpinang. Penertiban tambang ilegal ini, Pemerintah Kota
Pangkalpinang bekerja sama dengan TNI| dan Polri, untuk
memberantas penambangan bijih timah ilegal yang
meresahkan masyarakat, merusak lingkungan dan menambah
potensi terjadinya bencana alam di daerah Pangkalpinang.

Pemerintah  Kota Pangkalpinang dalam upaya
penertiban penambangan ilegal di Pangkalpinang memimpin
langsung setiap penertiban untuk antisipasi agar tidak ada lagi
kebocoran saat dilakukan sidak dan penertiban. Hal ini pun
dilakukan sebagai penegasan peraturan bahwa di wilayah
Pangkalpinang tidak ada pertambangan. Hasil sidak diketahui

bahwa para penambang di Pangkalpinang bukanlah warga
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setempat melainkan kebanyakan warga yang berasal dari luar
Pangkalpinang (kumparan.com, 2019).

Menurut Murty dan Yuningsih (2017), tambang timah
ilegal menjadi semakin marak sejak dikeluarkannya SK
Menperindag nomor 144/MPP/Kep/4/1999 tanggal 22 April
1999 bahwa Timah dikategorikan sebagai barang bebas (tidak
diawasi) dan pencabutan status timah sebagai komoditas
stategis, sehingga tidak dimonopoli lagi oleh satu BUMN dan
dapat diekspor secara bebas oleh siapapun. Dengan SK
Memperindag tersebut tentu saja menyebabkan maraknya
kegiatan penambangan timah ilegal, sehingga dirasa
Pemerintah perlu menciptakan beberapa peraturan perundang-
undangan sebagal upaya mengantisipasi pelanggaran maupun
tindak pidana di bidang pertambangan, pertambangan timah
pada khususnya.Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka
menanggulangi pertambangan timah ilegal ini adalah Peraturan
Daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan
Mineral. Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan undang-
undang yang mengatur mengenali Pertambangan Timah ini,
yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
TentanaF’ertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam rangka penegakan hukum pidana
menanggulangi tindak pidana penambangan timah ilegal,
dalam hal ini pihak kepolisian melakukan razia dan penertiban

di wilayah hukumnya masing-masing. Dalam hal ini Pihak
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Kepolisian melakukan razia dan penertiban terhadap

penambangan timah illegal, razia ini dilakukan bersama

Pemerintah Daerah setempat dan Sat Pol PP dan melakukan

penyitaan terhadap alat operasi kegiatan tambang tersebut

untuk dijadikan barang bukti.

Tindak lanjut razia, pihak kepolisian melakukan
penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka pelaku
penambangan timah illegal. Setelah dilakukan penyelidikan dan
penyidikan maka berkas perkara yang telah lengkap (P21)
diteruskan ke proses penuntutan dan peradilan. Dalam proses
penuntutan ini berkas perkara diserahkan ke Kejaksaan Negeri
Pangkal Pinang, dan dalam proses peradilan dilakukan di
Pengaﬁan Negeri Pangkal Pinang.

Selain dari pelaksanaan razia dan penertiban yang
dilakukan secara berkala oleh Polres, dalam hal ini Kepolisian
Daerah Bangka Belitung melakukan beberapa upaya
penegakan hukum dalam bentuk lain yaitu:

a. Penegakan hukum di lakukan melalui kegiatan rutin yang
ditingkatkan dan operasi PETI, bak oleh jajaran Polda
maupun jajaran Polres.

b. Menekan penggunaan alat berat untuk pelaku tambang
ilegal, dengan sasaran para pengguna alat berat (penyewa
dan pemilik).

c. Menekan jalur distribusi dari para kolektor, dengan sasaran
para sub kolektor, kolektor,gudang-gudang penyimpanan
dan rumah/kolam yang dijadikan sarana menyimpanan.
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d. Menekan jalur distribusi bbm ilegal yang digunakan untuk
sarana melakukan penambangan, dengan sasaran para
penampung, spbu, alat angkut dan gudang-gudang
penyimpanan.

e. Menekan jalur penyelundupan, dengan sasaran para pelaku
penyelundupan, alat angkut yangdigunakan, lokasi
penyelundupan dan menemukan modus-modus baru
penyelundupan.

D. Isu Ekonomi

Disparitas pendapatan antara nelayan dengan pelaku
wisata dan penambang timah, tidak dapat dipungkiri, menjadi
alasan utama masyarakat masih mengandalkan timah sebagai
penopang ekonomi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Hasil penelitian di pesisir timur Pulau Bangka
menunjukkan, pendapatan penambang mencapai Rp.
80,432,927, pelaku wisata sebesar Rp. 14,686,914, dan
perikanan tangkap sebesar Rp. 5,439,444,

Jauhnya perbedaan pendapatan antara nelayan,
penambang dan pelaku wisata menyebabkan kegiatan
penambangan timah sulit ditinggalkan oleh masyarakat, dan
berpotensi membuat masyarakat lainnya berpindah profesi
menjadi penambang. Hal ini terjadi di lokasi penelitian Kota
Pangkalpinang area Tanjung Bunga dan Sinar Bulan dimana
nelayan yang kami jadikan responden memiliki pekerjaan
sampingan sebagai penambang timah ilegal. Sedangkan bagi
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pelaku wisata dengan skala besar yang sejak awal concem
dibidang pariwisata sehingga hal tersebut tidak menjadikan isu

ekonomi dalam konflik pemanfataan sumberdaya pesisir.

E. Analisis Resolusi Konflik

Indikasi konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir antara
nelayan, penambang timah dan pelaku wisata di pesisir timur
Pulau Bangka terlihat dari ﬁnya upaya penertiban Tl oleh
aparat pemerintah setempat. Suatu konflik terjadi apabila tujuan
stakeholders (masyarakat, akademisi, dan pemerintah) tidak
sejalan (Fischer et al. 2001); (Sonjaya 2005); dan (Setyowati,
2012). Sehingga untuk resolusi konflik perlu dilakukan analisis
guna mengidentifikasi kebutuhan pihak-pihak yang terlibat
konflik menggunakan pendekatan analogi bawang Bombay.
Hasil analisis dalam bentuk matrik tersaji pada Tabel 6.
Tabel 6. Hasil analisis bawang Bombay: Posisi, Kepentingan

dan Kebutuhan

Pihak Posisi Kepentingan Kebutuhan
Nelayan Masyarakat Memperoleh Ruang laut
yang ikan hasil

memanfaatkan tangkapan
pesisir untuk
menangkap ikan

Penambang  Masyarakat Memperoleh Ruang laut
timah (TI) yang pasir timah
memanfaatkan

pesisir untuk
mengambil pasir
timah
Pelaku Masyarakat Memperoleh Keindahan
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wisata

Pemerintah
Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Konflik utama di pesisir utara Pulau Bangka melibatkan
penambang timah (TI) dengan nelayan. Penyebabnya adalah
kebutuhan ruang laut untuk kepentingan mendapatkan ikan

hasil tangkapan dan pasir timah. Sementara, pelaku wisata

yang
memanfaatkan
pesisir untuk
menjual produk
(barang/jasa)
layanan wisata
Pklaksana
Peraturan
Daerah No. 7
Tahun 2014
Tentang
Pengelolaan
Pertambangan
Mineral.

pendapatan dari
penjualan
produk/jasa
wisata pantai

Pengelola
sumberdaya
pertambangan
mineral
Eidingga bisa
memberikan
nilai tambah
secara nyata
bagi
pertumbuhan
perekonomian
dan
pembangunan
daerah yang
berkelanjutan
dalam usaha
mencapai
kemakmuran
dan
kesejahteraan
rakyat secara
berkeadilan

alam

Kelestarian
sumberdaya

relatif tidak terganggu, karena mayoritas tujuan wisata pantai

bukan wisata selam dan renang, tetapi wisatawan menikmati

wisata dengan duduk-duduk di pinggir pantai, atau bermain
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pasir. Menurut Bengen (2001), sebagai suatu ekosistem,
wilayah pesisir dan laut menyediakan sumberdaya alam yang
produktif, baik yang dapat dikonsumsi langsung maupun tidak
langsung, seperti sumberdaya hayati dapat pulih diantaranya
sumberdaya perikanan, mangrove, terumbu karang dan rumput
laut. Dan sumberdaya nir hayati yang idak dapat pulih
diantaranya sumberdaya mineral, minyak bumi dan gas alam.
Tujuan utama wisatawan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung adalah Pulau Belitung. Sehingga untuk menarik
wisatawan ke Pulau Bangka Pemerintah daerah perlu
mengembangkan wisata lainnya, seperti wisata kuliner, wisata
religi, wisata budaya, dan wisata sejarah. Hal ini didukung oleh
potensi jenis wisata tersebut. Selain itu, perlu menambah
atraksi wisata, seperti kalender wisata daerah tahunan.
Penyelesaian konflik, seperti di Desa Batu Belubang,
dilakukan dengan cara negosiasi. Bahkan masyarakat pesisir di
daerah tersebut memiliki slogan “nelayan ya penambang”.
Karena pada waktu-waktu paceklik, nelayan beralih menjadi
penambang timah atau sebaliknya. Dan sebaliknya, ketika tidak
menambang timah, penambang beralh bekerja menjadi
nelayan. Di desa ini nelayan dan penambang dapat hidup
rukun, karena keduanya merupakan warga desa setempat,
meski ada juga penambang yang berasal dari luar daerah,
seperti Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Pulau Jawa,

dan daerah lainnya.
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Penambang juga membantu nelayan dengan cara
membayar “fee” sebesar 2 kilogram per hari. Fee tersebut
dikoordinir oleh bos (pengepul timah), untuk kemudian
disetorkan ke pemerintah desa untuk membantu pembangunan
infrastruktur di desa seperti rumah ibadah masjid. Masjid yang
dibangun dengan sebagian dana berasal dari fee penambang
di Desa Batu Belubang tersaji pada Gambar 10. Namun, ada
juga yang langsung diberikan kepada nelayan secara

perorangan.

Gambar 10. Sarana ibadah yang dibangun dari bantuan dana yang
dihimpun penambang Tl di Desa Batu Belubang (Sumber:
Dokumentasi pribadi, 2019)

Potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik dapat
menimbulkan kerugian. Dan sebaliknya, jika dikelola dengan
baik maka dapat menjadi peluang melakukan perubahan yang

sifatnya membangun (Setyowati, 2012). Persepsi masyarakat
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terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir di pantai utara Pulau

Bangka tersaji pada (Tabel 7).

Tabel 7. Persepsi Masyarakat Pesisir Utara Pulau Bangka

Isu
pengelolaan

Isu lingkungan

Isu ekonomi

Isu sosial

Isu
pelanggaran
hukum

Nilai penting
sumberdaya
pesisir
Sumberdaya ikan,
sumberdaya
mineral tambang
timah, dan
keindahan
panorama alam

Potensi
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
Potensi
peningkatan
tingkat pendidikan
anak-anak pesisir
Potensi
pengelolaan
sumberdaya
pesisir yang
berkelanjutan

Sumber: Data primer diolah, 2019

Harapan masyarakat

Penghentian
aktivitas KIP
Penghentian
aktivitas kapal gae
Pendalaman muara
Pembangunan jalur
kKhusus kapal
Pembatasan
aktivitas kuasa ijin
Penambangan (KIP)
Bantuan alat tangkap
Pembangunan
dermaga

Bantuan mesin kapal
Fasilitas memadai
Bisa  bekerjasama
penambang dengan
nelayan

Adanya  peraturan
pengelolaan yang
tegas

Pengaturan  lokasi
penambangan
Pembatasan jumlah
penambang
Penghentian
aktivitas
penambangan

Penurunan kﬂitas perairan (pencemaran) yang terjadi

di Pulau Bangka, menunjukkan permasalahan yang cukup
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kompleks dan sulit dipahami jika hanya menggunakan satu
disiplin  keilmuan. Pendekatan sistem merupakan cara
penyelesaian persoalan yang dimulai dengﬁ’dilakukannya
identifikasi terhadap sejumlah kebutuhan, sehia dapat
menghasilkan suatu operasi sistem yang efektif. Pendekatan
sistem dalam membangun teknik pengendalian
pencemarannya sebagai upaya mewujudkan perairan umum
yang bﬁih dan lestari.

Upaya pengelolaan terhadap perairan di Pulau Bangka
sudah sangat mendesak. Menyikapi hal ini diperlukan
koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat
dalam upaya menghentikan dan merehabilitasi ekosistem
perairan. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan, karena
penambangan timah illegal dan inkonvesional yang
berkembang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat.
Pemerintah sebagai pengambil keputusan mensinergikan
berbagai komponen lainnya seperti swasta, perguruan tinggi,
dan LSM untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga
permasalahan penambangan timah iénnvensinnal ini dapat
memiliki solusi yang baik dan memenuhi persyaratan
perundang-undangan tentang pertambangan @g berlaku.

Menurut Prianto dan Husnah (2009), pendekatan yang
diterapkan didalam upaya pengelolaan tambang timah di Pulau
Bangka mengandung unsur-unsur akomodatif, suportif,
protektif, dan antisipatif. Akomodatif berarti bahwa pengelolaan
kawasan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat
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luas tanpa merugikan pihaklain. Suportif berarti mampu
mendorong pembangunan dan menjaga kelestarian sumber
daya alam terutama ekosistem perairan. Protektif berarti
mampu melindungi sumber daya yang secara ekologis sangat
penting dan aspek-aspek lingkungan fisik lainnya. Antisipatif
berarti mampu mengatasi konflk dalam pemanfaatan ruang.
Yunianto (2009@engungkapkan pendapat lain, dalam rangka
menyelesaikan permasalahan pertambangan timah di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung diperlukan harmonisasi dan
sinkronisasi kebijakan lintas sektoral dan di berbagai tingkatan
pemeriﬁahan.

Konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam dapat
disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan
kebutuhan yang selalu meningkat akan keberadaan,émgsi dan
manfaat sumberdaya alam (Mitchell et al. 2000). Perubahan
keadaan sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, hokum dan
politik dapat menciptakan kepentingan-kepentingan baru
terhadap sumberdaya perikanan.Perubahan faktor-faktor
tersebut apabila mengalami  ketidaksesuaian, maka
menyelabkan adanya suatu potensi konflik.

Rudianto (2004) membedakan sebab-sebab konflik
antar nelayan di pesisir dalam usaha pemanfaatan
sumberdaya, antara lain karena:

1) Batasan penentuan hak kepemilikan wilayah perairan untuk

penangkapan tidak jelas, seperti hak pengelolaan perairan.
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2) Terjadi “transfer of ownership” karena kebijakan
desentralisasi dimana  pemerintah  daerah  yang
berkewenangan untuk mengatur pengelolaan dan
pembagian wilayah perairan rakyat.

3) Perbedaan penggunaan alat produksi seperti jenis alat
tangkap dan perahu motor.

4) Pemerintah daerah yang tidak konsisten dalam menerapkan
rencana pembagian wilayah.

5) Lemahnya penegakan hukum (/aw enforcement)

Hasil analisis menunjukkan adanya kesamaan
kebutuhan yang menjadi simpul konflik, yaitu pemanfaatan
sumberdaya pesisir. Pengelolaan konflik yang baik untuk
jangka panjang dalam proses pengelolaan sumberdaya adalah
dengan negosiasi. Negosiasi dapat berupa musyawarah untuk
menemukan kesepakatan bersama  yang mampu
mengakomodasi para pemangku kepentingan. Kesepakatan
tersebut terkait dengan pemberdayaan warga masyarakat,
khususnya nelayan dan penambang timah (TI) dalam

mewujudkan kehidupan yang harmonis di masyarakat.

F. Kebakan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

Berbagai permasalahan dan isu-isu yang mucul dalam
pengelolaan sumberdaya pesisir, dibutuhkan suatu model
pengelolaan yang kolaboratif yang memadukan antara unsur

masyarakat pengguna (kelompok nelayan, pengusaha
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perikanan, dan lain-lain) dan pemerintah yang dikenal dengan
Co-management yang menghindari peran dominan yang
berlebihan dari satu pihak dalam pengelolaan sumberdaya
pesisir dan laut sehingga pembiasaan aspirasi pada satu pihak
dapat dieliminasi. Melalui model ini, pengelolaan sumberdaya
pesisir dan laut dilaksanakan dengan menyatukan lembaga-
lembaga terkait terutama masyarakat dan pemerintah serta
stakeholder lainnya dalam setiap proses pengelolaan
sumberdaya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pemanfaatan dan pengawasan. Pembagian tanggung jawab
dan wewenang antar stakehoder dapat terjadi dalam berbagai
pola, tergantung kemampuan dan kesiapan sumberdaya
manusia dan institusi yang ada di masing-masing daerah.
Susunan dalam model pengelolaan ini bukanlah sebuah
struktur legal yang statis terhadap hak dan aturan, melainkan
sebuah proses yang dinamis dalam menciptakan sebuah
struktur lembaga yang baru.

Dalam jangka panjang, pelaksanaan Co-management
ini diyakini akan memberikan perubahan-perubahan ke arah
yang lebih baik yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
sumberdaya pesisir dan laut dalam menunjang kehidupan.

2. Meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mampu
berperan serta dalam setiap tahapanpengelolaan secara

terpadu.
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3. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan bentuk-
bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta

berwawasan lingkungan.

Keberhasilan pengelolaan dengan model Co-
management ini sangat dipengaruhi oleh kemauan pemerintah
untuk mendesentralisasikan tanggung jawab dan wewenang
daalm pengelolaan kepada nelayan dan stakeholder lainnya.
Oleh karena Co-management membutuhkan dukungan secara
legal maupun finansial seperti formulasi kebijakan yang
mendukung ke arah Co-management, mengijinkan dan
mendukung nelayan dan masyarakat pesisir untuk mengelola
dan melakukan restrukturisasi peran para pelaku pengelolaan
perikanan. Pengelolaan Co-management menggabungkan
antara pengelolaan sumberdaya yang sentralistis yang selama
ini banyak dilakukan oleh pemerintah (government based
management) dengan pengelolaan sumberdaya yang berbasis
masyarakat (Rudyanto, 2004).

Dalam menyusun arah kebijakan pengelolaan dianalisis
dengan metode Pressure, State dan Respons (PSR).Pressure
merupakan masalah yang timbul akibawmagai kegiatan yang
dilakukan. State merupakan kondisi saat ini, atau sedang
berlangsunwang biasanya dijelaskan dalam bentuk status.
Response adalah tindakan-tindakan reaktif maupun proaktif
untuk mengendalikan, mengantisipasi, mengelola dampak,
kondisi, tekanan dan bahkan juga pendorong. Rekomendasi
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berupa Responsedari

analisis

tersebut

Rekomendasi

merupakan respons dari analisis tersebut (Kurmiawan et al.

2019).
Tabel 8. Analisis Pressure, State dan Respons (PSR)
I s3] Pressure State Respons
Alat Kegiatan ini | Terdapat alat |1. erapan
Tangkap menyebabkan tangkap yang di penggunaan
yang tidak | kerusakan larang éitu alat tangkap
ramah terumbu kelas Pukat | vyang ramah
lingkungan karang, lamun | Hela dan Pukat lingkungan dan
dan Tarik. Kondisi memperhatikan
penangkapan lamun dan selektifitas alat
yang tidak | terumbu karang | tangkap.
selektif (ukuran | di perairan 2. Peningkatan
dan jenis) Provinsi mutu ikan hasil
Bangka tangkapan baik
Belitung adalah berupa jenis
seluas dan ukuran
ikan.
Perbedaan Terjadi Barbagai jenis (1. Pendataan
penamaan kesalahan ikan hasil informasi dasar
lokal di | pendataan dan | tangkapan perikanan mulai
Bangka kurangnya memiliki dari penamaan
berbeda informasi nama | perbedaan lokal, nasional
dengan ikan lokal | penamaan lokal dan
penamaan kepada di Pulau internasional
ikan di | pendatang ke | Bangka seperti serta pemetaan
wilayah lain | wilayah Pulau | ikan selar como fishing ground
Bangka nama lokal setiap alat
disebut dengan tangkap.
ikan hapau |2. Penelitian
Hapau (Atule | terkait wilayah
mate), Nama | recruitment,
lokal ikan growth dan
tetengkek jenis ikan yang
(Megalaspis di lindungi.
cordyla) adalah
ikan singkur,
lkan tembang
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Isu Pressure State Respons
nama lokalnya
ikan tamban
(Sardinella
gibbosa), |kan
bioso nama
lokalnya  ikan
buto cin
(Saurida
tumbil), lkan
kuwe oniun
travelly —nama
lokalnya  ikan
cantik manis
(Carangoides
caeruleopinnatu
S)
*Fishing Kerusakan * Izin Usaha [1. [&hetapan
Ground ekosistem, Penambangan Peraturan
terdapat perubahan Tersebar Daerah tentang
kegiatan kesuburan dan | Merata di | Zonasi Wilayah
penambang | keanekaragam | seluruh wilayah Pesisir dan
an timah an hayati | pesisir Pulau-Pulau
perairan Kabupaten di Kecil
Pulau Bangka. [2. Kajian valuasi
ekonomi
keanekaragam
an hayati
wilayah
perairan yang
terkait di
wilayah
penambangan

3. Permodelan

dampak
sebaran limbah
aktifitas
penambangan
sehingga
menghasilkan
waktu dan
densitas limbah
yang bisa di
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Isu

Pressure

State

Respons

tolerir
perairan

wilayah
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